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Azis Turindra Prasetyo. H0404003. ”TINGKAT PARTISIPASI 
MASYARAKAT DESA MISKIN DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM 
KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DI KECAMATAN BENDOSARI 
KABUPATEN SUKOHARJO”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto, M.S. dan Dra Suminah, M.Si. 
Kemiskinan di Indonesia digambarkan dengan kondisi jumlah penduduk 
miskin, rumah tangga miskin, dan tingginya angka pengangguran. Pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan mengusahakan berbagai cara untuk mengurangi 
kemiskinan. Program pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan 
membuka lapangan  kerja baru. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
adalah salah satu sinergi program penanggulangan kemiskinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat desa 
miskin dan mengkaji bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan di Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo; mengkaji hubungan syarat tumbuh dan berkembangnya 
partisipasi masyarakat desa miskin dengan tingkat partisipasi masyarakat desa 
miskin dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan di Kecamatan 
Bendosari Kabupaten Sukoharjo; dan mengkaji hubungan kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan di Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo.  
Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik 
survei. Lokasi penelitian di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara multistage clusture random sampling. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, kualitatif, dan kuantitatif. 
Teknik  pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan 
pencatatan. Untuk menganalisis hubungan antara syarat tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi masyarakat desa miskin dengan tingkat partisipasi 
masyarakat desa miskin dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dan 
untuk menganalisis hubungan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
dengan tingkat partisipasi desa miskin dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan menggunakan rumus Partial Correlation. 
Hasil Penelitian terdapat hubungan nyata pada tingkat partisipasi tahap 
perencanaan yaitu kemauan, kemampuan, keterlibatan, jangka waktu 
keterilibatan, dan ragam keterlibatan. Terdapat hubungan nyata pada tingkat 
partisipasi tahap pelaksanaaan yaitu kemauan, kemampuan, keterlibatan, jangka 
waktu keterlibatan,ragam keterlibatan. Terdapat hubungan nyata pada tingkat 
partisipasi tahap pemanfaatan hasil yaitu kemampuan,dan  jangka waktu 
keterlibatan. Terdapat hubungan yang tidak nyata pada tingkat partisipasi tahap 
perencanaan yaitu: kesempatan dan status keterlibatan. Terdapat hubungan yang 
tidak nyata pada tingkat partisipasi tahap peaksanaan yaitu: kesempatan dan status 
keterlibatan. Terdapat hubungan yang tidak nyata pada tingkat partisipasi tahap 
pemanfaatan hasil yaitu : kemauan, kesempatan, keterlibatan, pemanfaatan hasil 




Azis Turindra Prasetyo. H0404003. "Level Of Community Participation In 
Poor Villages Savings And Loans Activities Specific To Women In Sub District 
Bendosari Sukoharjo". Under tuitions of Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S. and 
Dra. Suminah, M.Si 
Poverty in Indonesia is described by the condition number of poor people, 
poor households, and high unemployment. Government as policy makers seek 
ways to reduce poverty. Empowerment program aims to reduce poverty and create 
new jobs. National Program for Community Empowerment is one of synergy 
based poverty reduction programs. 
This study aimed to examine the forms of participation of poor rural 
communities and examine how the level of poor rural people's participation in the 
activities of savings and loans specifically for women in Sub Bendosari 
Sukoharjo; examine the relationship grow and develop conditions of participation 
of poor rural communities with poor levels of public participation in the activities 
of the village store special loans for women in Sub Bendosari Sukoharjo; and 
analyze the relationship of the savings and loans specifically for women with poor 
levels of public participation in the activities of village savings and loans 
specifically for women in Sub Bendosari Sukoharjo district. 
The basic method used is descriptive method with survey techniques. 
Research location in District Bendosari Sukoharjo district. The sampling 
technique carried out in multistage random sampling cluster. Types of data used 
are primary data, secondary data, qualitative and quantitative. Data collection 
techniques used by observation, interviews, and recording. To analyze the 
relationship between growth and development of the terms of participation of 
poor rural communities with poor levels of public participation in the activities of 
rural women's savings and loans and to analyze the relationship between savings 
and loans activities specifically for women with poor levels of participation in the 
activities of village savings and loans specifically for women using the formula 
Partial Correlation. 
Research results have real relationships at the level of participation in the 
planning stage is the willingness, ability, involvement, engagement period, and 
variety of involvement. There is a real connection at the level of participation in 
the legislative phase of the willingness, ability, engagement, engagement period, 
the variety of involvement. There is a real connection to the participation rate of 
utilization of the output stage of the capability, and the term of engagement. There 
were no significant relationships at the level of participation in the planning stage 
are: the opportunity and engagement status. There were no significant 
relationships at the level of participation action stages namely: opportunities and 
engagement status. There were no significant relationships at the level of 
utilization of the output stage of participation, namely: willingness, opportunity, 





I.  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana 
masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 
17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di 
Indonesia yaitu 19,2 juta KK (BPS, 2006), masih tingginya angka 
pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 
103 juta jiwa (2006) (TKPKRI, 2008). Permasalahan kemiskinan yang cukup 
kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan 
terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak 
berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum 
optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi 
sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan 
juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan 
menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 
Seperti yang banyak diketahui Indonesia adalah negara yang memiliki 
potensi yang sangat beraneka ragam bahkan mulai dari potensi agraris, 
perikanan maupun hasil alam yang lainnya. Hanya saja kekayaan yang sangat 
berlimpah tidak serta merta dapat mengangkat masyarakat Indonesia 
merasakan kehidupan yang layak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan 
telah berusaha mengusahakan berbagai cara untuk dapat mengurangi 
kemiskinan yang tumbuh cepat, berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, 
program dan proyek kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh 
pemerintah secara nasional.  
Program dan proyek kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk 
mengurangi angka kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan baru di 
setiap daerah. Keberhasilan program-program sebelumnya membuat 
pemerintah kembali berusaha untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan mencanangkan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), seperti yang dikutip dari 
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www.metrotvnews.com  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 30 April 
2007 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM ) di 
Lapangan Vetu Lemo, Palu, Sulawesi Tengah. PNPM  adalah sinergi program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berada 
di departemen maupun lembaga lain di Indonesia.  
Pada tahap Nasional Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang 
persebaran penduduk miskin yang masih tinggi, tercatat pada pada tahun 2004 
menurut catatan TKPKRI sebanyak 6.841.800 jiwa dengan jumlah penduduk 
miskin perkotaan sebanyak 2.344.500 jiwa, dan jumlah penduduk miskin 
perdesaan adalah 4.497.300 jiwa, diantaranya juga tersebar di Kabupaten 
Sukoharjo.  
Pada kurun waktu tahun 2000-2006 program penanggulan kemiskinan 
seperti Program Pengembangan Kecamatan mendapat tanggapan yang baik di 
Kabupaten Sukoharjo. Bukti keberhasilan yang dapat dilihat adalah pengadaan 
sarana dan prasarana sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan 
sekolah, saluran irigasi, pelayanan kesehatan, pembetonan jalan, dan lain-lain.  
Adanya keberhasilan dalam pelaksanaan program menunjukkan 
adanya partisipasi masyarakat,  sehingga pada tahun 2008 sebanyak 6 
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan 
Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari 
dan Kecamatan Nguter mendapatkan bantuan PNPM-PPK sebagai upaya 
penanggulangan kemiskinan di tiap kecamatan. 
Bantuan PNPM-PPK merupakan bantuan bergulir, dimana alokasi dan 
juga model atau macam bantuan sebelum distribusikan, dimusyawarahkan 
terlebih dahulu oleh Musyawarah Antar Desa yang dibentuk oleh masyarakat 
sasaran PNPM  adalah masyarakat miskin produktif.  
Pendekatan  PNPM-PPK sendiri merupakan pengembangan dari 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. 
Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan  lapangan  kerja  dan  
pendapatan  bagi  kelompok  rakyat  miskin, efisiensi dan efektivitas  
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kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi 
masyarakat. 
Sejak resmi diluncurkan maka perlu diadakan semacam observasi 
untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program PNPM-PPK khususnya 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan dalam pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat desa miskin di Kecamatan Bendosari, Kabupaten 
Sukoharjo. Selain itu,  keberhasilan program PNPM-PPK bisa menjadi 
indikator program pengentasan kemiskinan lainnya.  
Berdasarkan paparan tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk 
melihat sejauh mana program PNPM-PPK khususnya Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 
desa miskin dan memberdayakan masyarakat desa miskin menuju 
kesejahteraan bersama.  
B. Perumusan Masalah 
Setelah lebih dari sepuluh tahun, dan berganti-ganti nama saat, ini 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan 
Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan salah satu program pengentasan  
kemiskinan dan berguna memajukan daerah. Dalam hal ini adalah kawasan 
kecamatan dan pedesaaan. Masyarakat terutama masyarakat miskin produktif 
sebagai sasaran langsung program PNPM-PPK menjadi kunci sukses dari 
keberhasilan program ini. Partisipasi merupakan salah satu wujud sukses dari 
kegiatan ini dimana setiap orientasi kegiatan harus didasarkan atas 
keswadayaan dari masyarakat atau desa. 
Kecamatan Bendosari merupakan contoh kecamatan yang mengikuti 
PNPM-PPK tahun 2008 dari sekitar ratusan kota kecamatan yang tersebar di 
seluruh Indonesia yang mengikuti program yang sama. Adanya PNPM-PPk di 
Kecamatan Bendosari berdampak pada masyarakat di daerah ini. Terutama 
masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan. Oleh karena itu perlu di ketahui hubungan antara faktor 
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tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat desa miskin dengan partisipasinya 
dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan.      
Dari uraian di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini, yakni : 
1. Bagaimana bentuk  syarat dan tumbuhnya partisipasi dalam masyarakat 
desa miskin dan tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Bendosari, 
Kabupaten Sukoharjo? 
2. Bagaimana hubungan syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi  
masyarakat desa miskin dengan tingkat partisipasi masyarakat desa miskin 
dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan Kecamatan 
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo? 
3. Bagaimana hubungan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
dengan tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten 
Sukoharjo? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji apa saja bentuk partisipasi masyarakat miskin dan bagaimana 
tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. 
2. Mengkaji hubungan syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi  
masyarakat desa miskin dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan di Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo.  
3. Mengkaji hubungan kegiatan simpan pinjam untuk perempuan dengan 
tingkat partisipasi masyarakat desa miskin dalam  kegiatan simpan pinjam 








D. Kegunaan Penelitian  
Penelitian yang direncanakan memiliki beberapa manfaat antara lain : 
1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih 
mendalam tentang partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan Simpan 
pinjam khusus untuk perempuan. 
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pengembangan teori partisipasi masyarakat dalam sebuah program. 
3. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  
bagaimana partisipasi dalam sebuah program. 
4. Bagi penyuluh dan fasilitator, penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. 
5. Bagi pemerintah sebagai perancang program, penelitian ini dapat 
memberikan gambaran tentang kegiatan pemberdayaan yang dapat 






















II. LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka  
1. Penyuluhan  
Pengertian dari penyuluhan adalah proses perubahan sosial, 
ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan 
semua “stakeholders” agribisnis melalui proses belajar bersama yang 
partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan 
masyarakatnya untuk mengelola kegiatan agribisnisnya yang semakin 
produktif dan efisien, demi terwujudnya kehidupan yang baik, dan 
semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2003). 
Ban (1999) menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sebuah 
intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi 
secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka 
sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Margono Slamet (2000) 
menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk 
memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya 
kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah 
dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang 
bersangkutan.  
Margono Slamet (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai 
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan oleh 
banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada awal 
dasawarsa 1990-an. Penyuluhan pembangunan sebagai proses 
pemberdayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas 
pada terciptanya “better-farming, better business, dan better living, tetapi 
untuk memfasilitasi masyarakat (sasaran) untuk mengadopsi strategi 
produksi dan pemasaran agar mempercepat terjadinya perubahan-
perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat 
(dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan 
masyarakatnya  (SDC, 1995 dalam Mardikanto 2003).   
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Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan 
tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, 
tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh kembangkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). 
Anwar (2000) menjelaskan fungsi-fungsi penyuluhan yang perlu 
diarahkan untuk: 
a. Pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk peningkatan mutu 
sumberdaya manusia. 
b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam beragam aspek 
pembangunan 
c. Bersama-sama institusi dan pakar-pakar terkait mendukung 
perencanaan pembangunan daerah. 
Lippit (1961) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, 
merinci lingkup kegiatan penyuluh sebagai agen pembaruan dalam            
7 (tujuh) kegiatan pokok, yaitu: 
a. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 
menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaan 
nya sebagai individu dan  anggota masyarakat, maupun kondisi 
lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-
budaya, ekonomi, dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang 
dimaksudkan oleh Freire sebagai tugas utama dari setiap kegiatan 
pendidikan, termasuk di dalamnya penyuluhan. 
b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan 
yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-
prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan 
fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk dalam upaya 
menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab 





c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis 
alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatip pemecahan 
terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, 
kelemahan) maupun kondisi eklsternal (peluang dan ancaman)  yang 
dihadapi. 
d. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di 
lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, 
nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan 
eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka 
masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-
perubahan tersebut melalu kegiatan “perubahan yang terencana”. 
e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan 
implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. 
Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak 
semua inovasi selalu cocok (secara teknis, ekonomis, sosial-budaya, 
dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya.  Di samping itu, 
uji-coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang 
beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau 
korbanan yang terkecil. 
f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” 
(penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dan lain-lain) maupun 
yang berasal dari dalam (pengalaman, indegenuous technology, 
maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai 
dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang 
digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima 
manfaat penyuluhannya. 
g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Yang dimaksud 
dengan pemberdayaan disini adalah pemberian kesempatan kepada 
kelompok grassroot untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-
pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesibilitas 
informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi 
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dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat 
(akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal. Sedang yang 
dimaksud dengan penguatan kapasitas, menyangkut penguatan 
kapasitas individu, kelembagaan-lokal, masyarakat, serta 
pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja. 
2. Penyuluhan Sebagai Proses Perekembangan Partisipasi 
a. Partisipasi  
Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta tau keterlibatan 
yang berkitan dengan keadaaan lahiriahnya (Sastropoetro, 1995). 
Participation becomes, then, people's involvement in reflection and 
action, a process of empowerment and active involvement in decision 
making throughout a programme, and access and control over 
resources and institutions (Cristóvão, 1990). 
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan 
secara aktif dalam  proses  atau  alur  tahapan  program  dan  
pengawasannya,  mulai  dari  tahap sosialisasi, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan 
tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM  PPK, 2007). 
Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa patisipasi adalah the 
taking part in one ore more phases of the process,  sedangkan Keith 
Davis (1967) menyatakan bahwa patisipasi “as mental and emotional 
involment of persons of person in a group situation which encourages 
him to contribute to group goals and share responsibility in them”. 
Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan 
bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan 
komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung 
jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) 
mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi 
merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau 
warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau 
keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara 
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aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi 
akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam 
suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan 
masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan 
disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi 
merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-
rangsangan yang diberikan. Dalam hal ini, tanggapan merupakan 
fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961). 
Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2004) 
adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial 
dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang 
langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) 
menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai 
sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu 
alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan 
sikap masyarakat karena tanpa kehadirannya program pembangunan 
serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua adalah bahwa 
masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut. 
Alasan ketiga yang mendorong adanya partisiapasi umum di banyak 
negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi 
bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 
sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu 




b. Tipologi Partisipasi  
Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyrakat 
serngkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai 
masyarakat “sulit diajak maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan 
dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena 
sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah 
macam tipologi partisipasi masyarakat  
1). Partisipasi Pasif / manipulatif  dengan karakteristik masyrakat 
diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman 
sepihak oleh pelkasan proyek tanpa memperhatikan tanggapan 
masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada 
kalangan profesional di luar kelompok sasaran.  
2). Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak 
diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 
penelitian dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama 
masyarakat.  
3). Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat 
berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang 
pembutan keputusan bersama, dan para profesional tidak 
berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai 
masukan) atau tindak lanjut  
4). Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat 
memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan 
berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses 
pembelajaan atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan 
masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-
kegiatan setelah intensif dihentikan.  
5). Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat 
membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, 
pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-
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keputusan utama yang di sepakati,  pada tahap awal masyarakat 
tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap 
menunjukkan kemandiriannya. 
6). Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan 
dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan 
penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda 
interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses 
belajar mengajar yang terstuktur dan sisteatis. Masyarakat 
memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-
keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan 
proses kegiatan.  
7). Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat 
mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh 
pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka 
miliki. Masyarakat mengambangkan kontak dengan lembaga-
lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan 
sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali 
atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan 
c. Tahap-Tahap Partisipasi 
Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai 
berikut : 
1). Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan 
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat 
(termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi 
anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang 
dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-
kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan 
dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 
dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak 
berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan 
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tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau 
di tingkat lokal (Mardikanto, 2001). 
2). Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan 
Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : 
partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap 
pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi 
dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi 
tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap 
perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang 
mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. 
Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang 
baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap 
kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan 
mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem 
lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal 
dari atas umumnya amat mendalam.  Oleh karena keadaan ini, 
peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat 
pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan 
mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai 
dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan 
mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena 
masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak 
dapat dijangkau  perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993). 
3). Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali 
diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya 
lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di 
dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di 
atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak 
memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut 
sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi 
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masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan 
sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga 
kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang 
sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang 
bersangkutan (Mardikanto, 2001). 
4). Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 
pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat 
dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk 
memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala 
yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi 
yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku 
aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001). 
5). Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan 
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, 
merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan 
pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat 
banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan 
utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan 
merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu 
berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan 
datang (Mardikanto, 2001). 
d. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi  
Dusseldorp (1981) membedakan adanya beberapa jenjang 
kesukarelaan sebagai berikut: 
1). Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena  motivasi  
intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya 
sendiri. 
2). Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena  
terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan,  
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pengaruh,  dorongan) dari  luar meskipun yang bersangkutan tetap 
memiliki  kebebasan  penuh untuk berpartisipasi.  
3). Partisipasi  tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang  tumbuh  
karena   adanya  tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya   
warga masyarakat   pada  umumnya,  atau  peranserta  yang   
dilakukan   untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang 
dianut oleh  masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, 
khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.  
4). Partisipasi  tertekan  oleh alasan sosial-ekonomi,  yaitu  peran serta  
yang dilakukan  karena  takut akan kehilangan status sosial atau 
menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari 
kegiatan yang dilaksanakan. 
5). Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang 
dilakukan karena takut menerima hukuman dari 
peraturan/ketentuan-ketentuan  yang sudah diberlakukan. 
e. Syarat tumbuh partisipasi 
Margono Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat 
ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: 
1). Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat,  untuk 
berpartisipasi 
2). Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi 
3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 
Lebih rinci Slamet menjelaskan tiga persyaratan yang 
menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk 
berpartisipasi adalah sebagai berikut  
a). Kemauan 
Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh 
adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik 
(karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). 
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Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya 
diperlukan sikap-sikap yang: 
1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat 
pembangunan. 
2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada 
umumnya. 
3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak 
cepat puas sendiri. 
4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan 
tercapainya tujuan pembangunan. 
5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk 
memperbaiki mutu hidupnya 
b). Kemampuan 
Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat 
berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah: 
1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. 
2) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang 
dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 
dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 
3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan 
pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang 
dimiliki 
Robbins (1998) kemampuan adalah kapasitas individu 
melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut 
Robbins (1998) menyatakan  pada hakikatnya kemampuan 
individu tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan 
intelektual dan kemampuan fisik. 
c). Kesempatan 
Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat 
dipengaruhi oleh: 
 xxviii 
1) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan 
masyarakat dalam pembangunan. 
2) Kesempatan untuk memperoleh informasi. 
3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan 
sumberdaya. 
4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi 
tepat guna. 
5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh 
dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur 
kegiatan yang harus dilaksanakan. 
6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang 
mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan 
serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Sementara Mardikanto (1994) menyatakan bahwa 
pembangunan yang partisipatoris tidak sekedar dimaksudkan untuk 
mencapai perbaikan kesejahteraan masyarakat (secara material), 
akan tetapi harus mampu menjadikan warga masyarakatnya 
menjadi lebih kreatif. Karena itu setiap hubungan atau interaksi 
antara orang luar dengan masyarakat sasaran yang sifatnya 
asimetris (seperti: menggurui, hak yang tidak sama dalam 
berbicara, serta mekanisme yang menindas) tidak boleh terjadi. 
Dengan dimikian, setiap pelaksanaan aksi tidak hanya dilakukan 
dengan mengirimkan orang dari luar ke dalam masyarakat sasaran, 
akan tetapi secara bertahap harus semakin memanfaatkan orang-
orang dalam untuk merumuskan perencanaan yang sebaik-baiknya 
dalam masyarakatnya sendiri. 
Mardikanto (2003) menjelaskan adanya kesempatan yang 
diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya 














   
 
 
Gambar 1.  Syarat Tumbuh dan Berkembangnya  Partisipasi Masyarakat 
Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, 
kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan 
jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, 
jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) 
membangun.  Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong 
seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu 
serta memanfaatkan setiap kesempatan. (Mardikanto,2003).  
Mardikanto (2003) menjelaskan beberapa kesempatan yang 
dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan 
masyarakat dalam pembagunan, baik dalam pengambilan 
keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 
pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat 
pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah. Selain hal 
tersebut terdapat kesempatan-kesempatan yang lain diantaranya 
kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, 












dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan. Kesempatan untuk 
memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk 
peralatan perlengkapan penunjangnya). Kesempatan untuk 
berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan 
peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus 
dilaksanakan, dan Kesempatan mengembangkan kepemimpinan 
yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan 
serta memelihara partisipasi masyarakat (Mardikanto,2003). 
Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk 
menggerakkkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, 
jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk 
berpartisipasi. Mardikanto (2003) menjelaskan yang dimaksud 
dengan kemampuan di sini adalah : 
1. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-
kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang 
peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). 
2. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang 
dimiliki. 
3. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 
dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) 
lain yang tersedia secara optimal. 
Yadav dalam Mardikanto (1994) mengemukakan adanya 
empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan yaitu : partisipasi dalam pengambilan 
keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi 
dalam pemantauan dan evaluasi, dan partisipasi dalam 
pemanfaatan hasil pembangunan. 
Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam 
proses pembangunan, menunjukkan adanya kepercayaan dan 
kesempatan yang diberikan "pemerintah" kepada masyarakatnya 
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untuk terlibat secara aktif  di dalam proses pembangunan. Artinya, 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan 
indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah bahwa masyarakat 
bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, 
melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki 
kemauan dan kemampuan yang dapat diandalkan sejak 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-
hasil pembangunan (Mardikanto, 2001). 
f. Pendekatan Partisipatif dan Pemberdayaan.  
Dampak pendekatan partisipatif secara umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks 
sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.  
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua 
pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, 
sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri 
berkesinambungan.  
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat 
dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan 
pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua 
orang yang terlibat (terberdayakan).  
4.  Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan 
fleksibel   berdasarkan keadaan setempat.  
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi 
dan wewenang.  
6. Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan 
masyarakat 
Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan 
salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor 
determinan dikondiskana terlebih dahulu sedemikian rupa agar esensi 
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pemberdayaan tidak terdistorsi. Friedman menyatakan bahwa 
pemecahan masalah pembangunan melalui pemeberdayaan adalah 
sebagai berikut  
“…involves a process of social an political empowerment 
whose long term objective is to rebalance the structure of 
power in society by making state action more 
accountable, strengthening the powers of civil society in 
the management of its own affairs, and making corporate 
business more socially responsible” 
   (Friedmann, 1992) 
Empowerment is the process of increasing the capacity of 
individuals or groups to make choices and to transform 
those choices into desired actions and outcomes. 
(World Bank, 2008)  
World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 
October-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai 
salah satu ujung-tombak dari Strategi Trisula (three-pronged strategy) 
untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki 
dasarwarsa 90-an, yang terdiri dari: penggalakan peluang (promoting 
opportunity) fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) dan  
peningkatan keamanan (enhancing security) (Mardikanto,2003). 
World bank dalam Mardikanto (2003) menyatakan yang 
dimaksud dengan pemberdayaan adalah pemberian kesempatan kepada 
kelompok grassroot untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-
pilihannya (voice and choice) kaitannya dengan: aksesibilitas 
informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi 
dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat 
(akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal. 
Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pema-
haman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya 
masyarakat madani (yang beradab) dan dalam pengertian dapat 
mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. 
Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat 
kemampuan (capacity strenghtening) masyarakat, agar mereka dapat 
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berpartisipasi secara aktif dalam keselu-ruahn proses pembangunan, 
terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak 
luar yang lain (penyuluh, LSM, dll) (Mardikanto, 2003) 
3. Penyuluhan dan kemiskinan  
Sapoetro menjelaskan kunci pentingnya penyuluhan di dalam 
proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaksanaa utama 
pembangunan aadalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk 
golongan ekonomi lemah baik lemah dalam permodalan, pengetahuan dan 
keterampilannya maupun lemah dalam peralatan dan teknologi yang 
diterapkan. Disamping  itu juga mereka lemah dalam semangat untuk maju 
dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.  
Kegiatan penyuluhan pembangunan terus menerus dikembangkan 
dalam rangka menggerakkan kesdadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya 
sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan 
yang dicita-citakan (Mardikanto, 1992). 
a. Miskin dan Kemiskinan  
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam 
memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan 
Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada 
di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan 
dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau 
batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah 
sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat 
membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per 
hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, 
pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan 
jasa lainnya (BPS dan Depsos,2002).  
Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan 
dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-
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material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan 
meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan 
kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004). 
Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk 
mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial 
meliputi: (1) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat 
produksi, kesehatan), (2) sumber keuangan (pekerjaan, kredit),            
(3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai 
kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),       
(4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,      
(5) pengetahuan dan keterampilan, dan (6) informasi yang berguna 
untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2004:6).  
Kemiskinan di desa berkaitan erat dengan kemiskinan itu 
sendiri, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. 
Dari kelima faktor tersebut faktor kerentanan dan ketidakberdayaan 
yang sangat berpengaruh. Kerentanan mencerminkan keadaan tanpa 
penyangga atau cadangan untuk menghadapi hal-hal yang tidak 
terduga seperti kaharusan memenuhi kewajiaban sosial (menyediakan 
mas kawain, menyelenggrakan perhelatan pengantin atau upacara adat 
dan kematian), musibah, ketidak mampuan fisik (jatuh sakit, kelahiran 
bayi, cedera), foya-foya dan pemerasan (Chambers, 1988). 
Ketidakberdayaan yang muncul dalam golongan miskin 
dicerminkan dengan kemudahan golongan masyarakat lainnya lebih 
mampu dan lebih kuat untuk menjaring, mengatur, dan membelokkan 
manfaat atau hasil-hasil pembangunan serta pelayanan pemerintah 
yang diperuntukkan bagi mereka yang kekurangan, karena berada 
dalam kedudukan yang lemah, terutama kaum wanita, orang-orang 
lanjut usia, penyandang cacat dan kaum sangat melarat              
(Chambers, 1988).  
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Ada tiga argumentasi pokok yang melandasi paradigma 
pemenuhan kebutuhan dasar (Moeljarto Tjokrowinoto, 1993 dan 
Korten 1983) yaitu (1) Banyak dari kaum miskin tidak memiliki aset-
aset produktif selain kekuatan fisik, keinginan kerja dan intelegensi 
dasar mereka, (2) Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi 
tidak meningkatkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan 
jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan meeka 
tidak tersedia dan (3) peningkatan standar hidup golongan termiskin 
dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka perlu 
waktu yang lama, dan dalam porsi tertentu karena satu dan lain hal 
mereka barang kali tetap tidak dapat bekerja.  
Sedangkan dalam konsep pemberdayaan dapat diartikan 
sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas 
dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau 
target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai 
keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari 
berbagai aspek. Oleh karenanya guna mengupayakan kesetaraan serta 
untuk mengurangi kesenjangan  diperlukan upaya merevitalisasi untuk 
mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai 
ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, 
kesehatan, politik dan budaya. Memberdayakan mengandung pula arti 
melindungi, sehinggan dalam proses pemberdayaan harus dicegah 
yang lemah agar tidak bertambah lemah (Mardikanto,2003) 
Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang memberikan 
perhatian lebih banyak (dengan mempersiapkan) lapisan masyarakat 
yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur 
kehidupan modern.  Srtrategi ini perlu lebih dikembangkan yang 
intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah (grassroots) harus 
dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan 
kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan 
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potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan 
ekonomi nasional (Sumodiningrat, 1995)   
Paradigma ini juga menuntut agar startegi pembangunan dibuat 
berdasakan kebutuhan masyarakat (button up appoach) sehingga 
meningkatkan masyarakat secara utuh untuk berpartisipasi dalam 
setiap prosesnya. Menurut Hollnsteiner (Moeljarto Tjokrowinoto, 
1995) paradigma ini mencoba mempromosikan kekuatan manusia, 
bukan menghasilkan ketergantungan antara birokrat dan masyarakat. 
b. Kriteria Kemiskinan 
PNPM-PPK memiliki kriteria kemiskinan, 14 kriteria 
kemiskinan diantaranya adalah  : 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2/org  
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal : tanah/bambu/kayu kualitas 
rendah/murahan.  
3. Jenis dinding tempat tinggal bambu/rumbia/kayu/ kualitas rendah / 
tembok tanpa plester 
4. Fasilitas buang air besar tidak punya / bersama rumah tangga lain  / 
umum 
5. Sumber air minum : Sumur / mata air tak terlindungi / air sungai / 
air hujan  
6. Sumber penerangan utama rumah tangga : bukan listrik / listrik  
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari : kayu bakar / arang/ 
minyak tanah 
8. Frekuensi rumah tangga membeli daging / ayam / susu per minggu 
: tidak pernah mengkonsumsinya / hanya 1 kali dalam satu 
mingggu.  
9. Frekuensi makan perhari untuk setiap rumah tangga : hanya 1 atau 
2 kali sehari  
10. Kemampuan membeli baju baru setiap anggota Rumah tangga 
dalam setahun ; tidak pernah membeli / hanya membeli 1 stel 
dalam setahun 
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11. Kemampuan membayar untuk beorbat di puskesmas / poliklinik : 
tidak mampu membayar untuk berobat  
12. Lapangan pekerjaan utama kepala Rumah Tangga : petani dengan 
luas tanah 0,5 Ha / buruh tani, nelayan, buruh bangunan atau 
pendapatan lain dibawah Rp. 600.000-, per bulan 
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak pernah sekolah / 
tidak tamat SD / hanya SD  
14. Pemilikan asset / tabungan ; tidak punya tabungan atau barang 
yang mudah : dengan nilai minimal Rp. 500.000-, seperti sepeda 
motor  (kredit/non kredit) seperti emas, ternak, sepedah motor atau 
barang modal lain.  
Masyarakat tergolong sangat miskin jika memiliki lebih dari 10 
kriteria, masyarakat tergolong miskin jika memiliki 9-10 kriteria, 
masyarakat tergolong tidak miskin jika memilkiki kurang dari 9 
kriteria. (TIM PNPM-PPK, 2007) 
c. Penanggulangan Kemiskinan 
Strategi  untuk  mengatasi  kemiskinan  tidak lepas dari strategi 
pembangunan yang dianut suatu negara.  Program-program  yang  
telah  dilakukan untuk  memerangi  kemiskinan  seringkali  tidak 
memberikan hasil yang menggembirakan karena adanya perangkap 
kemiskinan (poverty trap) yang tidak  berujung  pangkal 
(Suryawati.2005) 
Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan 
sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa 
tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan 
kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut secara 
menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda 
Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program 
Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut 
terlibat dalam berbagai kegiatan. 
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Sedangkan, PNPM sendiri sebagai program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan 
pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan 
masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui 
partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran 
tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta 
menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka 
memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan 
program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau 
berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat 
sendiri(Wikipedia, 2008) 
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)   
a. Pengertian PNPM    
PNPM adalah program nasional penanggulangan kemiskinan 
terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang 
terkandung mengenai PNPM  adalah : 
PNPM PPK adalah program nasional dalam wujud kerangka 
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 
PNPM  dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem 
serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan 
dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi 
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 
berkelanjutan.  
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu 
maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait 
upaya peningkatan kualitas hidup, kean dan kesejahteraannya. 
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari 
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan 
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kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 
(Pedoman Umum PNPM, 2007) 
b. Tujuan PNPM   
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 
Program PNPM  ini adalah : 
1) Tujuan Umum 
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat 
miskin secara . 
2) Tujuan Khusus  
a) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk 
masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat 
terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan 
sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan 
dan pengelolaan pembangunan. 
b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang 
mengakar, representatif dan akuntabel. 
c) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin 
melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak 
pada masyarakat miskin (pro-poor) 
d) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, 
asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk 
mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 
e) Meningkatnya keberadaan dan kean masyarakat serta kapasitas 
pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam 
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 
f) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang 
sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk 
melestarikan kearifan lokal. 
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g) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, 
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 
(Pedoman Umum PNPM, 2007) 
c. Visi dan Misi PNPM  PPK  
Visi  PNPM-PPK  adalah  tercapainya  kesejahteraan  dan  
kebutuhan masyarakat  miskin.  Kesejahteraan  berarti  terpenuhinya  
kebutuhan  dasar masyarakat. Kebutuhanan berarti mampu 
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya   yang   ada   di   
lingkungannya,   mampu   mengakses   sumber   daya   di   luar 
lingkungannya,  serta  mengelola  sumber  daya  tersebut  untuk  
mengatasi  masalah kemiskinan.  Misi PNPM-PPK adalah: (1) 
peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) 
pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan 
fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan  kualitas dan 
kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) 
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan                       
(PTO PNPM-PPK, 2007). 
d. Keluaran Program  
1) Terjadinya  peningkatan  keterlibatan  Rumahtangga  Miskin  
(RTM)  dan  kelompok perempuan mulai perencanaan sampai 
dengan pelestarian 
2) Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar 
desa 
3) Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam 
memfasilitasi pembangunan partisipatif 
4) Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-PPK bagi 
masyarakat 
5) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan 
pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap 
RTM 
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6) Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan  
pembangunan 
7) Terjadinya  peningkatan  peran  serta  dan  kerja  sama  para  
pemangku  kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
PPK 
        (PTO PNPM-PPK, 2007) 
e. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi 
MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk  
sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun 
hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM-PPK serta untuk 
menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan 
PNPM-PPK (PTO PNPM-PPK, 2007) 
f. Penggalian Gagasan 
Penggalian  gagasan  adalah  proses  untuk  menemukenali  
gagasan-gagasan kegiatan  atau  kebutuhan  masyarakat  dalam  upaya  
mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan 
mengembangkan   potensi yang ada   di masyarakat. Tahapan dalam 
penggalian gagasan meliputi Tahap awal dari proses penggalian 
gagasan adalah mengadakan  pertemuan di dusun  untuk  membuat  
peta  sosial  kemiskinan bersama-sama  dengan  warga dusun setempat. 
(PTO PNPM  PPK, 2007).   
g. Musyawarah Penggalian Gagasan 
Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok-
kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai  
kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang   
disampaikan   oleh masyarakat  tidak  sekedar  gagasan  kegiatan  yang  
diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM  PPK,  tetapi berupa 
gagasan- gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. 
Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalian gagasan 
adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau 
campuran) yang tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan yang   
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berlatar belakang wilayah seperti RT, RW, RK, Dusun,Kampung,  
jurong, banjar atau yang lainnya; (b) Kelompok–kelompok  informal  
di  masyarakat  seperti  kelompok arisan, kelompok usaha bersama, 
atau kelompok keagamaan; (c) Pengelompokan masyarakat lainnya 
sesuai keadaan setempat. Musyawarah penggalian gagasan dilakukan 
dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada 
(formal maupun informal) (PTO PNPM  PPK, 2007). 
h. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) 
MKP  dihadiri  oleh  kaum  perempuan  dan  dilakukan  dalam 
rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok 
perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan 
kebutuhan desa.Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan 
hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan 
hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa 
perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa.            
(PTO PNPM  PPK, 2007). 
Perencanaan pembangunan yang berwawasan gender haruslah 
berusaha mengubah status quo hubungan gender yang merugikan 
wanita, menuju keseimbangan baru dalam hubungan gender yang 
merefleksikan prinsip-prinsip keselarasan, keserasaian, dan 
keseimbangan (Tjokrowinoto, 1996). 
5. Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) 
Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) merupakan 
kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang 
mempunyai kegiatan simpan pinjam.  
a. Tujuan  
Tujuan umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 
potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses 
pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan 
sosial, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan 
penanggulangan RTM.  
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b. Ketentuan 
Ketentuan dasar adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, 
pengembangan, dan akutanbilitas. Kententuan kelompok SPP adalah 
kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling 
mengenal minimal satu tahun. Mempunyai kegiatan simpan pinjam 
dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang 
telah disepakati. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota 
sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. 
Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 
Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.  
c. Mekanisme pengelolaan  
Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-PPK akan 
tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam sebagai berikut : 
MAD Sosialisasi, Musdes Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musdes 
dan MKP.  
d. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK  
Yang meliputi pengeloaan dokumen UPK, pengelolaan dokumen 
admisnistrasi dan pengelolaan pelaporan.  
e. Pengelolaan dokumen administrasi di Kelompok  
Meliputi, data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi 
dikelompok maupun pemanfaatan, administrasi realisasi pengembalian 
pinjaman ke UPK 
f. Penetapan daftar tunggu  
g. Pelestraian dan pengembangan kegiatan  
6. Masyarakat Desa  
Desa tertinggal adalah desa yang berada pada kondisi ketertinggalan 
dalam hal: (1) jalan utama desa; (2) lapangan usaha mayoritas penduduk; 
(3) fasilitas pendidikan; (4) fasilitas kesehatan; (5) tenaga kesehatan; (6) 
sarana komunikasi; (7) kepadatan penduduk; (8)sumber air minum/masak; 
(9) sumber bahan bakar; (10) persentase rumah tangga pengguna listrik; 
(11) persentase rumah tangga pertanian; (12) keadaan sosial ekonomi; 
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(13) kemudahan mencapai puskesmas/fasilitas kesehatan lain; (14) 
kemudahan ke pasar permanen (15) kemudahan mencapai pertokoan.  
(PTO PNPN-PPK 2007). 
B. Kerangka Berfikir 
Hakikat pembangunan masyarakat adalah community development atau 
pembangunan masyarakat dari bawah (button-up). Pembangunan masyarakat 
merupakan hasil perencanaan yang sistematis dan menempatkan masyarakat 
sebagai pelaksana (subjek pembangunan), sehingga masyarakat dapat 
menikmati hasil pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan.  
Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat 
oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak maju.” 
Oleh sebab itu, kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi 
masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak 
penguasa.  
PNPM-PPK adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan 
kemiskinan di tingkat kecamatan dimana PNPM-PPK merupakan partisipasi 
interaktif antara pemerintah dan masyarakat. PNPM-PPK memiliki kegiatan 
antara lain Kegiatan Pendidikan Masyarakat, Kegiatan Kesehatan Masyarakat, 
Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), Kegiatan 
Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi, dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Kelompok Usaha Ekonomi.  
Adanya kegiatan dalam PNPM-PPK khususnya Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan menunjukan adanya partisipasi. Tingkat 
partisipasi masyarakat dalam program PNPM-PPK Kegiatan Simpan Pinjam 
untuk Perempuan didefinisikan sebagai respon masyarakat miskin khususnya 
perempuan dalam PNPM-PPK. Tingkat partisipasi masyarakat miskin yang 
berpengaruh terhadap terbentuknya partisipasi masyarakat miskin adalah 
kemauan, kesempatan dan kemampuan. 
Berdasarkan semua variabel tersebut, pengukuran partisipasi 
difokuskan pada Kegiatan Simpan Pinjam untuk Perempuan dimulai dari 
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perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil dengan 
kriteria penilaian sangat baik, baik, cukup baik, buruk dan sangat buruk. 
























Gambar 2. Kerangka Berfikir Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin dalam 
Program PNPM-PPK Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan di 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo 
 
C. Hipotesis  
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka berpikir 
yang telah diuraikan, maka hipotesisnya: 
1. Diduga ada hubungan yang signifikan antara Syarat tumbuh dan 
Berkembangnya partisipasi Masyarakat Miskin dengan Tingkat Partisipasi 
masyarakat dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan 
2. Diduga ada hubungan yang signifikan antara Kegiatan Simpan Pinjam 
Khusus untuk Perempuan dengan tingkat partisipasi dalam Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan 
Syarat tumbuh dan 
Berkembangnya partisipasi 
Masyarakat Miskin (X1) :  
- Kemauan  (X1.1) 
- Kemampuan (X1.2) 
- Kesempatan (X1.3) 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
Untuk Perempuan (X2):  
1. Keterlibatan (X2.1) 
2. Jangka Waktu Keterlibatan (X2.2) 
3. Ragam Kegiatan (X2.3) 








Masyarakat dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan  (Z) :  
1.Perencanaan (Z1) 
2.Pelaksanaan (Z2) 
3.Pemanfaatan Hasil (Z3) 
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D. Pembatasan Masalah 
1. Responden  dalah  masyarakat  miskin  produktif  yang mengikuti 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan dan memiliki usaha 
produktif sesuai yang dengan yang disyaratkan dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
2. Faktor-faktor yang diteliti adalah  kemauan, kemampuan dan kesempatan 
masyarakat. Faktor lain yang diteliti adalah tingkat partisipasi  masyarakat 
dalam tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan dan dalam tahap 
pemanfaatan hasil. 
3. Persepsi dalam kegiatan simpan pinjam khsusu untuk perempuan adalah 
faktor yang diteliti sebatas kontrol terhadap variabel syarat tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi dan variabel kegaiatn simpan pinjam khusus 
untuk perempuan . 
E. Definisi operasional dan pengukuran variabel  
1. Definisi operasional  
a. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat 
Miskin didefinisikan sebagai  prinsip pokok berkembangnya 
partisipasi masyarakat yang terdiri dari tumbuhnya kemauan, 
kemampuan dan kesempatan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan.  
1). Kemauan didefinisikan sebagai suatu dorongan yang muncul baik 
secara internal maupun pengaruh dari luar untuk melakukan 
sesuatu aktivitas. Diukur dengan indikator berupa kemampuan 
mengikuti persyaratan, kemauan membayar dan mengembalikan 
simpan pinjam dan kemampuan membayar bunga yang telah 
ditetapkan.  
2). Kemampuan didefinisikan sebagai kesiapan responden untuk 
mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
Diukur dengan aktivitas yang diberikan responden dalam Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan dengan kriteria 
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kemampuan ekonomi, memiliki tanggung jawab, memiliki 
hubungan sosial, mampu mengelola, dan mampu bekerja sama.  
3). Kesempatan didefinisikan sebagai peluang responden untuk 
menambah anggota kelompok, menambah pengetahuan, dan 
keterampilan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan. Diukur dengan indikator berupa seberapa banyak 
informasi yang dimanfaatkan masyarakat miskin dan pelatihan 
yang dikuti responden yang di selenggarakan oleh fasilitator 
kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan.  
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan didefinisikan 
sebagai kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat miskin khususnya 
kaum perempuan. Kegiatan tersebut diukur dengan keterlibatan, waktu 
kegiatan, ragam kegiatan, status keterlibatan.  
1). Keterlibatan didefinisikan sebagai peran serta responden dalam 
program simpan pinjam khusus untuk perempuan sejak 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
2). Jangka Waktu Keterlibatan didefinisikan sebagai lama 
keterlibatan responden dalam program simpan pinjam khusus 
untuk perempuan. 
3). Ragam kegiatan didefinisikan sebagai keterlibatan responden 
dalam kegiatan yang ada dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan antara lain, mengikuti rapat-rapat yang 
diadakan kelompok, melakukan peminjaman dan pengembalian 
pinjaman, melakukan administrasi, melakukan kegiatan 
kepengurusan dan menjalin kerja sama kemitraan.  
4). Status keterlibatan didefinisikan sebagai kedudukan responden 
dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan. 
b. Variabel Kontrol (Control Variable) 
Persepsi terhadap Program PNPM-PPK Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan didefinisikan sebagai pemahaman 
masyarakat peserta Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan 
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yang dapat diukur dengan prosedur, syarat-syarat meminjam, besarnya 
bunga, dan syarat pengembalian. 
1). Prosedur didefinisikan sebagai tanggapan responden terhadap 
mudah tidak prosedur yang dijalankan dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan.  
2). Syarat-syarat meminjam didefinisikan sebagai tanggapan 
responden terhadap mudah tidaknya syarat-syarat meminjam 
seperti jaminan, bunga dan biaya-biaya dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan.  
3). Besarnya Bunga didefinisikan sebagai tanggapan responden 
terhadap besar kecilnya bunga dalam Kegiatan Simpan Pinjam 
Khusus untuk Perempuan.  
4). Syarat Pengembalian didefinisikan sebagai tanggapan 
responden terhadap syarat pengembalian dalam Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
c. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan didefinisikan sebagai keikutsertaan dan peran serta 
masyarakat dalam menjalankan program kegiatan yang telah 
ditetapkan dimulai dari tahap pengambilan keputusan, tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan hasil.  
1). Perencanaan didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat 
miskin secara langsung dalam melakukan perencanan kegiatan 
yang dilakukan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan. Diukur dengan indikator kehadiran, mengemukakan 
pendapat, pengambilan keputusan dan sosialisalisai hasil 
perencanan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
a). Kehadiran didefinisikan sebagai keikutsertaan responden 
menghadiri kegiatan-kegiatan rapat dalam tahap perencanaan 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan.  
b). Mengemukakan pendapat didefinisikan sebagai aktivitas 
memberi respon atau tanggapan dalam rapat perencanaan 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
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c). Pengembalian keputusan didefinisikan sebagai peresntase 
jumlah responden yang menyetujui (mufakat) dengan 
pengambilan keputusan.   
d). Sosialisasi hasil perencanaan didefinisikan sebagai distribusi 
informasi perencanaan oleh anggota yang hadir dalam rapat 
perencanaan.   
2). Pelaksanaan didefinisikan sebagai keaktifan masyarakat miskin 
dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk 
Perempuan diukur dengan indikator berupa menyumbang tenaga, 
menyumbang biaya, dan menyumbang waktu (memiliki waktu 
luang).  
a). Menyumbang tenaga didefinisikan sebagai responden aktif di 
dalam Kegiatan Simnpan Pinjam Khusus untuk Perempuan  
b). Menyumbang biaya didefinisikan sebagai kemampuan 
responden untuk mengembangkan dan menambah kas 
kelompok Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
c). Menyumbang waktu (memiliki waktu luang) didefinisikan 
sebagai waktu luang yang diusahakan responden untuk dapat 
membayar atau menyetor dana bergulir. 
3). Pemanfaatan hasil didefinisikan sebagai sejauh mana 
masyarakat miskin merasakan manfaat dari adanya Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan diukur dengan 
indikator proporsi, kesukarelaan, hasil yang dimanfaatkan, 
ragam hasil kegiatan, dan frekuensi kemanfaatan.    
a). Proporsi didefinisikan sebagai seberapa besar jumlah responden 
anggota Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan 
yang dapat merasakan manfaat dari hasil Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan    
b). Hasil yang dimanfaatkan didefinisikan sebagai peningkatan 
permodalan dari responden sebagai keuntungan dari Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. 
c). Ragam hasil kegiatan didefinisikan sebagai hasil yang di 
rasakan responden dengan kriteria, bertambah jumlahnya untuk 
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penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, 
keberpihakan  pada  kaum miskin, penguatan  aspek  
permodalan ,  pengembangan  usaha terutama layanan  kepada 
permodalan, dan penguatan kelembagaan kelompok.  
d). Frekuensi kemanfaatan didefinisikan sebagai memperoleh 
kembali dana bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan 
Semua indikator yang merupakan tahapan partisipasi diukur 
dengan menggunakan skala ordinal, dimana responden dalam 
memberikan jawaban dibedakan dalam lima kategori yaitu sangat 
tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), dan sangat rendah (1). 































III. METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Dasar Penelitian 
Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bertujuan 
untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau 
variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian           
(Bungin, 2001). Penelitian ini akan menggunakan teknik survei dengan 
maksud penjelasan, yaitu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari 
suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan 
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian 
hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995). Daniel (2002) menyatakan bahwa 
untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu 
maka dilakukan pengamatan atau penyelidikan yang kritis maka digunakan 
teknik survei.  
B. Penentuan Lokasi Penelitian 
Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu cara 
pengambilan sampel dengan memilih daerah penelitian berdasarkan ciri-ciri 
atau alasan yang dipandang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang 
diteliti (Singarimbun dan Effendi, 1995). Penelitian ini dilakukan di 
kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo yaitu  Kecamatan Bendosari, 
dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut adalah kecamatan yang 
mendapat bantuan PNPM-PPK Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan. Selain itu, keadaan wilayah di Kecamatan Bendosari memiliki 
karakteristik yang berbeda yaitu karakteristik secara geografis. Keadaan 
Kecamatan Bendosari didominasi dengan tanah sawah di sebelah barat Waduk 
Mulur dan didominasi tegalan di timur waduk. Di bawah ini dapat diketahui 
jumlah pemanfaat Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan di 






Tabel 1. Jumlah Pemanfaat Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo 
No Desa Pemanfaat Letak Wilayah 
1 Gentan  52 Orang Barat Waduk 
2 Sidorejo  17 Orang Barat Waduk 
3 Sugihan  8 Orang Barat Waduk 
4 Jombor 30 Orang Timur Waduk 
5 Mulur  41 Orang Timur Waduk 
6 Mertan  22 Orang Timur Waduk 
 Total  170 Orang  
Sumber : PNPM Kecamatan Bendosari Tahun 2008 
C. Penentuan Populasi dan Sampel 
1. Penentuan Populasi  
Penentuan Populasi dalam penelitian ini secara purposive yaitu 
masyarakat desa miskin yang mengikuti program PNPM-PPK Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari 
Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2008. 
2. Penentuan Sampel  
Arikunto (2003) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari 
populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Teknik penarikan 
sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang 
respresentatif dari populasi. Teknik pengambilan sampling dalam 
penelitian ini adalah multistage random sampling dimana cara 
pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-
wilayah yang ada.  
a. Populasi sampling pertama terdiri dari semua desa yang ada di 
Kecamatan Bendosari yang mengikuti simpan pinjam khusus untuk 
perempuan diambil secara acak sebagai sampel pertama.  
b. Sampel pertama dijadikan populasi sampling kedua yang terdiri dari 
desa-desa yang terpilih, di sini beberapa kelompok simpan pinjam 
dipilih dan diambil secara acak yang merupakan sampel kedua.  
c. Sampel kedua sebagai populasi sampling ketiga yang terdiri dari 
beberapa kelompok terpilih kemudian dibuat daftar seluruh peserta 
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yang berada di kelompok-kelompok terpilih dan dipilih secara acak 
dipilih sampel.  
Sampel diambil acak dari daftar peserta yang mengikuti Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan di Kecamatan Bendosari, 
Sampel diambil sebanyak 40 orang dari 6 desa yang ada mendapat dana 
perguliran di Kecamatan Bendosari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
Tabel 2. Daftar Sampel Penelitian Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo 
No Desa Pemanfaat Jumlah Kelompok Sampel 
1 Gentan 52 Orang  6 Kelompok 12 Orang 
2 Sidorejo 17 Orang 2 Kelompok  4 Orang  
3 Sugihan 8 Orang 1 Kelompok  2 Orang  
4 Jombor 30 Orang 3 Kelompok 7 Orang  
5 Mulur 41 Orang 4 Kelompok 10 Orang  
6 Mertan 22 Orang 4 Kelompok  5 Orang  
 Total 170 Orang  30 Kelompok  40 Orang  
Sumber : Data Primer 2009 
D. Jenis data dan Sumber data  
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan 
cara wawancara dengan menggunakan kuisioner, data tersebut meliputi :  
a. Identitas responden meliputi nama, umur, jenis pekerjaan, jumlah 
pendapatan, dan alamat.  
b. Faktor pembentuk partisipasi meliputi kemauan, kesempatan dan 
kemampuan. 
c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan hasil. 
2.  Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor, instansi dan dinas-





Tabel 3. Data yang di perlukan dalam Penelitian 
Jenis Data No. Data 


















Kegiatan Simpan Pinjam 
Persepsi Masyarakat 
Partisipasi Masyarakat Miskin: 
Tahap perencanaan 
Tahap pelaksanaan 






























































Data Pendukung : 
Data Monografi 
Kegiatan Pelatihan Masyarakat 
Desa Miskin 
Klasifikasi Kelompok Masyarkat 
























Sumber : Data sekunder 
P : Primer Kn : Kuantitatif  Kl  : Kualitatif          S : Sekunder  
E. Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 
Observasi adalah kegiatan yang menggunakan kemampuan pengamatannya 
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra 
lainnya. 
Wawancara adalah kegiatan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara. 
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen dari lembaga atau instansi, yang meliputi data monografi daerah 







F. Analisis Data 
Pada penelitian ini menggunakan analisis Korelasi parsial untuk 
mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau 
menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel lain. Singkatnya r1234 adalah 
korelasi antara 1 dan 2, dengan mengendalikan variabel 3 dan 4 dengan 
asumsi variabel 1 dan 2 berhubungan linier terhadap variabel 3 dan 4. Hal ini 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
( )( )[ ]








Asumsi dalam penelitian ini digunakan taraf kepercayaan 95 % dan tingkat 
signifikansi (a ) = 0,05. Sedangkan criteria pengambilan keputusan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Kriteria Pengambilan keputusan: 
1. Jika nilai zxyr .  > tingkat signifikansi (a ) maka Ho diterima dan H1 ditolak 
yang artinya terdapat hubungan yang tidak nyata (non signifikan). 
2. Jika nilai zxyr .  < tingkat signifikansi (a ) maka  Ho ditolak dan H1 diterima 
yang artinya terdapat hubungan yang nyata (signifikan).  
Analisis data pada penelitian kali ini dibantu dengan menggunakan 
software SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang merupakan 
salah satu program olah data yang paling banyak dipakai untuk tujuan 
penelitian. Penggunaan software SPSS bertujuan agar lebih mudah dalam 













IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
 
A. Lokasi Daerah Penelitian 
Kecamatan Bendosari adalah salah satu kecamatan yang berada di 
wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo. Terletak disebelah timur kota 
Sukoharjo, dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten atau kotamadya yaitu 
+ 6 km atau dapat ditempuh dalam waktu sekitar +15 menit menggunakan 
kendaraan bermotor. Memiliki luas wilayah seluas 5.299 hektar, dengan 
jumlah 14 desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Bendosari, yaitu: 
Jombor, Toriyo, Gentan, Jagan, Manisharjo, Cabeyan, Puhgogor, Paluhombo, 
Bendosari, Mojorejo, Mertan, Sugihan, Sidorejo dan Mulur. Secara umum 
batas-batas wilayah Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut: 
Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar 
Sebelah barat : Kecamatan Sukoharjo, Kota Sukoharjo 
Sebelah selatan : Kecamatan Nguter 
Sebelah utara : Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban,  dan 
Kecamatan Polokarto 
B. Keadaan Alam 
Keadaan alam Kecamatan Bendosari meliputi tinggi wilayah 
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo adalah 110 mdpl (meter diatas 
permukaan air laut). Selain itu, intentitas suhu maksimum di Kecamatan 
Bendosari adalah            + 37 derajat Celcius, sedangkan intensitas suhu 
minimumnya adalah + 32 derajat Celcius. Secara umum banyaknya curah 
hujan dalam satu tahun di Kecamatan Bendosari adalah 812 mm/thn, 
sedangkan jumlah hari hujan yaitu 85 hari. 
C. Keadaan Penduduk 
1. Keadaan penduduk menurut umur 
Keadaan penduduk menurut umur merupakan keadaan penduduk 
yang tinggal di Kecamatan Bendosari yang digolongkan berdasarkan pada 
umur. Adapun data mengenai keadaan penduduk menurut umur dapat 
dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Keadaan Penduduk Menurut Umur 







































































 Jumlah  33.614 32.619 66.233 
Jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun) : 49.890 
Jumlah penduduk non produktif (umur 0-14 dan >64 tahun): 16.343 
Sumber: Monografi Kecamatan Bendosari Tahun 2007 
Berdasarkan Tabel 4. tersebut maka dapat diketahui bahwa pada 
tahun 2007 di Kecamatan Bendosari, penduduk yang berusia produktif lebih 
banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang berusia non produktif. 
Penduduk yang berusia produktif berjumlah 49.890 jiwa, sedangkan 
penduduk yang berusia non produktif berjumlah 16.343 jiwa. Dengan  
demikian dapat diketahui angka beban tanggungan (ABT) di Kecamatan 
Bendosari, yaitu: 
ABT = ∑ Penduduk Usia Non Produktif   x 100 
                ∑ Penduduk Usia Produktif 
 
     
890.49
343.16
= x 100 
         = 32,7 (33) 
Dari analisis perhitungan ABT dapat diketahui bahwa dari 100 
penduduk produktif menanggung 33 penduduk non produktif. Berdasarkan 
tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah berada 
pada umur 20-24 tahun yaitu sebesar 6.925 jiwa, sedangkan jumlah 
= 
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penduduk yang paling sedikit adalah pada umur lebih dari 64 tahun (>64 
tahun) dengan jumlah 1.283 jiwa. 
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 
perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki, dimana perhitungan sex 
rationya (SR) adalah sebagai berikut: 
   SR = ∑ Penduduk laki-laki       x 100 
            ∑ Penduduk perempuan 
       




         = 103,05 (103) 
Dari analisis perhitungan sex ratio tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa dari 100 orang perempuan di Kecamatan Bendosari terdapat 103 
orang laki-laki. 
2. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian 
Mata pencaharian adalah hal utama dalam kehidupan manusia, 
dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
menggunakan penghasilan (berupa uang) yang didapat melalui bekerja. 
Susunan penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Bendosari 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 






















  1.198 
  7.719 
  2.571 
  3.157 
  9.678 
     281 
  1.783 
     253 
     235 
35,869 
  2,858 
18,419 
  6,135 
  7,533 
23,093 
  0,670 
  4,255 
  0,604 
  0,561 
 Jumlah 41.907 100 
Sumber: Monografi Kecamatan Bendosari Tahun 2007 
Berdasarkan Tabel 5, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
penduduk di Kecamatan Bendosari bekerja disektor pertanian, yaitu sebagai 
= 
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petani dengan prosentase sebesar 35,869 persen. Hal tersebut dikarenakan 
di Kecamatan Bendosari sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari tanah 
sawah, yaitu tanah sawah dengan irigasi teknis, tanah sawah dengan irigasi 
setengah teknis dan tanah sawah tadah hujan atau biasa disebut sawah 
rendengan. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit yaitu pensiunan 
ABRI dan atau POLRI dengan jumlah 235 jiwa atau prosentase sebesar 
0,561 persen.  
3. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan 
Pendidikan merupakan sarana belajar atau jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang. Adapun keadaan penduduk menurut tingkat 
pendidikan di Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut: 
Tabel 6. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan 















Tamat Perguruan Tinggi 
Buta huruf 
  4.551 




  1.772 
  3.170 
  1.028 





  2,664 
  4,766 
  1,546 
 Jumlah 66.505 100 
Sumber: Monografi Kecamatan Bendosari Tahun 2007 
Tingkat pendidikan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang 
pernah ditempuh oleh masyarakat. Tingkat pendidikan akan memberikan 
pengaruh pada kemampuan dalam berpikir secara sistematis dalam 
menganalisis suatu masalah. Penduduk yang tingkat pendidikannya tinggi 
merupakan sumberdaya yang potensial dan akan dapat lebih terbuka dalam 
menerima hal-hal baru (inovasi).Berdasrkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa 
penduduk di Kecamatan Bendosari telah banyak yang tamat sekolah dasar 
(SD) dengan prosentase sebesar 29,133 persen. Meskipun tingkat 
pendidikan di Kecamatan Bendosari masih belum cukup tinggi serta masih 
terdapat penduduk yang buta huruf yaitu sebesar 1,546 persen, namun 
kesadaran akan perbaikan pendidikan sudah mulai terlihat. Hal ini 
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ditunjukkan dengan sudah sekira 2,664 persen penduduk telah tamat 
akademi dan 4,766 persen penduduk tamat perguruan tinggi. 
D. Keadaan pertanian 
Kecamatan Bendosari merupakan wilayah yang keadaan pertaniannya 
dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan tanah di Kecamatan 
Bendosari tergolong tanah yang subur sehingga cocok untuk menanam 
tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Adapun luas lahan pertanian 
baik sawah, tegal, pekarangan dan ladang adalah sebagai berikut: 
Tabel 7. Keadaan Pertanian 







Sawah irigasi teknis 
Sawah irigasi setengah teknis 





  667 
  668 
1.538 
  797 






  7,454 
 Jumlah 5.299 100 
Sumber: Monografi Kecamatan Bendosari Tahun 2007 
Berdasarkan Tabel 7, maka dapat diketahui bahwa penggunaan lahan 
terbesar di Kecamatan Bendosari adalah untuk pekarangan, dengan prosentase 
sebesar 29,024 persen. Pekarangan ini sebagian besar digunakan untuk 
mendirikan bangunan, seperti rumah, toko, dan lain-lain. Sedangkan 
setelahnya adalah digunakan untuk sawah irigasi teknis, yaitu dengan 
prosentase sebesar 23,287 persen.  Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 
besar lahan sawah di Kecamatan Bendosari sudah menggunakan pengairan 
dengan irigasi teknis. Selain itu, pengairan sawah di Kecamatan Bendosari 
berasal dari sungai yang airnya dialirkan langsung dari waduk. Akan tetapi, 
tidak semua sawah di Kecamatan Bendosari mendapatkan air yang dialirkan 
dari waduk. Untuk daerah yang letaknya lebih tinggi dibandingkan waduk, 
maka untuk pengairannya mengandalkan air hujan atau biasa disebut dengan 
sawah tadah hujan. Penggunaan lahan sebagai ladang penggembalaan 
memiliki prosentase yang paling kecil yaitu sebesar 7,454 persen. Ladang 
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penggembalaan ini sering digunakan untuk menggembalakan hewan ternak 
seperti kambing, sapi dan lain-lain. 
Lahan pertanian di Kecamatan Bendosari memiliki kondisi tanah dan 
pengairan yang cukup baik, sehingga cocok digunakan untuk menanam 
tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Tanaman 
hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan maupun tanaman yang 
diperdagangkan seperti kelapa. 
E. Keadaan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan  
1. Keadaan Kelompok 
Kecamatan Bendosari merupakan wilayah yang mendapat program 
simpan pinjam khusus untuk perempuan tahun 2008, tercatat 6 desa aktif 
dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan jumlah 
pemanfaat yang tercatat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
Tabel 8. Keadaan Kelompok Simpan Pinjam 




















 Jumlah 170 
Sumber : Kantor PNPM Mandiri Kecamatan Bendosari  
Berdasarkan Tabel 8, maka dapat diketahui bahwa jumlah 
pemanfaat program simpan pinjam khusus untuk perempuan adalah 170 
orang dengan dengan pemanfaat yang terbesar berasal dari desa Gentan 
sebanyak 52 dan pemanfaat terkecel dari desa Sugihan sebanyak 8 orang. 
Jika di bandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Bendosari 
tentu terlihat sangat kecil. Namun dari kegiatan perguliran ini diharapkan 
masyarakat yang belum mendapat perguliran dapat bertanya dan melihat 
perkembangan dari masyarakat yang mengikuti program simpan pinjam 
khusus untuk perempuan.   
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Program kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan ini 
memiliki standar dalam penentuan siapa yang berhak menggulirkan dana 
bantuan simpan pinjam. Ketentuan dan persyaratan ini di lakukan guna 
kelancaran dana bergulir yang akan di gulirkan oleh pemerintah. Berbeda 
dengan dana yang di gulirkan langsung tanpa pengembalian sebagai 
contoh Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari sisi kuantitas memang 
pemanfaat sedikit dari jumlah penduduk, karena memang hal ini dilakukan 
untuk dapat mengontrol tanggung jawab perguliran dana yang telah di 
salurkan.  
2. Syarat dan Ketentuan Mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
Untuk Perempuan.  
Kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan yang 
dilaksanakan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo memiliki 
syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan. Ketentuan yang diberlakukan 
ini berguna agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya, adapun 
ketentuan dasar yang diberlakukan bagi kelompok simpan pinjam khusus 
untuk perempuan adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, 
pengembangan, dan akuntabilitas.  
Ketentuan dan syarat kelompok simpan pinjam khusus untuk 
perempuan adalah sebagai berikut :  
a. Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling 
mengenal minimal satu tahun.  
b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan dan pengeolaan 
dana simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan 
dana pinjaman yang telah disepakati.  
c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber 
dana pinjaman yang diberikankepada anggota.  
d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung baik.  
e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.    
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Dalam prakteknya perguliran simpan pinjam khusus untuk 
perempuan dalam setiap kelompok simpan pinjam terdapat orang-orang 
yang berpengalaman yang dapat diartikan sudah pernah mengikuti 
kegiatan simpan pinjam tahun yang lalu. Hal ini dilakukan untuk proses 
penyuluhan atau transfer informasi kepada anggota baru, sehingga pada 
saatnya nanti anggota baru siap untuk membentuk kelompok simpan 
pinjam yang baru.  
3.  Syarat menjadi anggota simpan pinjam 
Setiap kelompok memiliki peraturan yang berbeda dalam 
menjalankan kegiatan simpan pinjam, hanya saja terdapat peraturan umum 
yang dilaksanakan dalam perekutan anggota simpan pinjam. Peraturan 
umum tersebut adalah sebagai berikut :  
a. Wanita dewasa (baik yang sudah menikah atau yang belum menikah).  
b. Memiliki usaha berdagang (atau memiliki kemampuan/keahlian yang 
dapat dikembangkan). 
c. Dapat bekerjasama dengan kelompok. 
d. Sanggup menjalankan kegiatan simpan pinjam samapi periode 
berakhir  
e. Menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu 
Keluarga). 
Kelengkaan permohonan selanjutnya diproses dan akan diverifikasi 
dalam kegiatan MAD (Musyawarah Antar Desa). Kegiatan MAD ini 
bertujuan agar dapat dilihat dan dirumuskan apakah yang mengajukan 
usulan menjadi anggota dapat diterima atau tidak, karena bertujuan agar 
terjadi pemerataan dan keseimbangan.  
4. Mekanisme Kegiatan Simpan Pinjam  
Pada pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perepuan, 
setaiap anggota berhak menggajukan pendanaan modal kepada 
kelompoknya, pengajuan oleh anggota ini disesuaikan dengan seberapa 
besar modal yang akan diajukan dan digunakan untuk apa modal tersebut.  
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Setiap anggota akan membiat proposal pengajuan dana yang 
selanjutnya akan dikumpulakan oleh ketua kelompok untuk dirangkum 
sebagai pengajuan dari kelompok. Pengajauan yang dilakukan oleh ketua 
diserahkan kepada tim verifikasi dan akan dibahasa pada MAD. Kegiatan 
MAD inilah yang sangat menentukan apakah ususlan dari kelompok dapat 
diterma dan dikabulkan, oleh karena itu setiap kelompok dan anggota 
kelompok berlomba untuk mendapatkan dana perguliran.  
5. Kegiatan Simpan Pinjam  
Kelompok yang memperoleh dana perguliran dari PNPM, akan 
mendistribusikan kepada anggota kelompoknya sesuai dengan pengajuan 
yang telah disepakati, selanjutnya anggota yang memperoleh perguliran 
akan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal. Setiap bulan 
anggota yang memperoleh dana perguliran melakukan setoran pinjaman 
kepada ketua kelompok. Besarnya setoran sudah ditambah bunga sebesar 
4-10% bergantung kepada besarnya pinjaman yang diajukan oleh anggota 
kelompok.  
Selain kegiatan simpan pinjam, kelompok simpan pinjam dapat 
menyelenggarakan kegiatan lain yang difasilitasi oleh Fasilitator 
Kecamatan. Sebagai contoh kegiatan membordir dan mengobras pakaian, 
kegiatan ini berdasarkan usulan dari anggota kelompok agar dapat 
meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga dengan 
kegiatan ini diupayakan dapat menambah jumlah keterampilan yang dapat 
menghasilkan keuntungan.  
Pada saat kegiatan simpan pinjam berakhir maka setiap kelompok 
simpan pinjam mendapat dana pengembalian dari kegiatan simpan pinjam 
untuk perempuan, dana pengembalian ini berguana untuk membangun 
kelompok agar lebih maju, dan adapula dana pengembalian kepada 
anggota kelompok yang berguna bagi penambahan modal atau digunakan 
untuk kebutuhan sehari-hari.  
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 
meliputi Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi, Kegiatan Simpan Pinjam 
Khusus untuk Perempuan, persepsi terhadap kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemanfaatan hasil. 
A. Bentuk dan Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi  
Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat miskin adalah 
prinsip pokok berkembangnya partisipasi masyarakat yang terdiri dari 
tumbuhnya kemauan, kemampuan dan kesempatan dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan. Pengukurannya menggunakan indikator 
kemampuan, kemauan dan kesempatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut :  
Tabel 9. Hasil Syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi Masyarakat 
Miskin dalam bentuk Kemampuan, Kemauan dan Kesempatan  


















































sosial   
Mampu mengelola  
 

















3. Cukup Tinggi 
 
3. Cukup Tinggi 
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3. Cukup Tinggi   






































































Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2009   
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1. Kemampuan (X1.1) 
 Kemampuan adalah kesiapan (kekuatan) seseorang untuk melakukan 
sesuatu yang dituangkan melalui tindakan. Diukur dengan kegiatan yang 
diberikan responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan dengan kriteria bukan sangat miskin, memiliki tanggung 
jawab, memiliki hubungan sosial, dan mampu mengelola. 
 Berdasarkan Tabel 9 Sebaran Karateristik menunjukan bahwa 
responden sebagian besar memiliki kemampuan ekonomi yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, sebanyak 
75 persen atau 30 orang termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden 
memenuhi empat kriteria yang telah ditetapkan, salah satu contoh kriteria 
adalah memiliki usaha untuk berdagang. Dengan median adalah empat 
menggambarkan sesuai dengan keadaan saat penelitaian dimana responden 
memiliki usaha yang merupakan salah satu kriteria kemampuan ekonomi, 
sedangkan responden lain dilihat dari syarat-syarat yang lainnya yang 
telah ada dalam kriteria kemampuan ekonomi.  
 Kriteria selanjutnya adalah memiliki tanggung jawab artinya 
responden dapat membagi waktunya untuk keluarga, usaha dan juga 
organisasi dikelompok sehingga kegiatannya dapat berjalan. Memiliki 
hubungan sosial disini diartikan responden mampu bekerja sama dengan 
baik dengan anggota kelompok, pengurus, dan ketua kelompok  yang 
menghasilkan harmonisasi yang baik. Berdasarkan Tabel 9 dapat kita lihat 
sebanyak 65 persen responden atau 26 orang responden masuk kategori 
cukup tinggi. Nilai median adalah tiga dapat diartikan bahwa responden 
rata-rata menjawab dapat menaati peraturan kelompok, memiliki 
komitmen yang didasari oleh komitmen pribadi seperti menyekolahkan 
anak, menambah modal, menambah jumlah dan dagangan serta tabungan. 
 Sementara untuk pengelolaan aset tiap responden memiliki cara tersendiri 
seperti menyisihkan uang dalam celengan kayu, di bawah kasur, dan lain 
sebagainya. Dengan begitu responden dapat mempersiapkan cadangan 
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modal apabila terjadi kerugian atau digunakan untuk kepentingan 
sementara yang sifatnya sosial sebagai contoh menyumbang untuk hajatan.       
 Mampu mengelola diartikan responden telah mampu mengatur 
keuangan dalam keluarga dan juga keuangan dalam usaha yang menjadi 
tulang punggung pendapatan. Berdasarkan Tabel 9 dapat kita lihat 
sebanyak 75 persen atau 30 orang digolongkan ke dalam responden cukup 
tinggi. Nilai Median adalah tiga dapat diartikan pula responden mengerti 
hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam melakukan kegiatan 
simpan pinjam ini. Untuk itu, ketika responden mendapatkan uang bantuan 
maka cara yang digunakan responden adalah menggunakannya untuk 
berdagang dengan sebagian uang disimpan untuk cadangan. Pola seperti 
ini terlihat bahwa responden mencoba untuk menyimpan ke dalam pos-pos 
keuangan. Adakalanya diantara responden saling mengingatkan satu sama 
lain terkait dengan tanggal pembayaran dan pelunasan simpanan.Peran 
ketua sangat penting dan sangat bereperan aktif dalam mengarahkan 
anggota untuk dapat mengatur keuangan kelompok.  
 Hasil dari Tabel 9 untuk indikator mampu bekerja sama menyatakan 
80 persen responden atau sebanyak 32 orang dikategorikan cukup tinggi. 
Nilai median adalah tiga yang artinya responden dalam kelompok ini 
memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan. Ketiga kriteria yang paling 
banyak dijawab oleh responden adalah meningkatkan kuantitas kelompok, 
meningkatkan modal, dan pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan 
kuantitas kelompok disini bahwa setiap kelompok maksimal memiliki 10 
orang dan minimal lima orang, dengan kriteria yang telah ditetapkan maka 
setiap kelompok dapat berkembang sebagai ilustrasi kelompok A di tahun 
pertama berjumlah lima orang kemudian di tahun kedua bertambah atas 
permintaan anggotanya menjadi delapan orang kemudian di tahun 
berikutnya dipecah menjadi dua kelompok yang masing-masing 
membetuk kelompok disesuaikan dengan keadaan. Dengan sistem ini 
maka dimungkinkan pemerataan dalam mengakses simpan pinjam di 
setiap desa.  
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2. Kemauan (X1.2) 
Kemauan adalah suatu dorongan yang muncul baik secara internal 
maupun pengaruh dari luar untuk melakukan sesuatu. Diukur dengan 
indikator berupa mengikuti persyaratan, kemampuan membayar untuk 
mengembalikan simpan pinjam dan bunga yang telah ditetapkan. 
Sebanyak 22 orang responden atau 55 persen dikategorikan tinggi. 
Artinya memenuhi empat kriteria yang telah ditetapkan dengan median 
adalah empat. Hal ini menggambarkan responden memiliki kemauan yang 
tinggi dengan menaati empat kriteria yang ada. Sebagai sebuah gambaran 
salah satu contoh kriteria adalah bekerja sama. Bekerja sama disini dapat 
diartikan bahwa responden mau berkerja sama dalam satu kelompok untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, para responden 
belajar untuk berorganisasi demi kepentingan bersama, saling bantu dan 
saling mendorong untuk maju bersama. Dengan adanya wujud 
kebersamaan dalam menaati peraturan, maka timbul kondisi dimana 
responden memberikan masukan dan bertanggung jawab dalam 
mengembangkan simpan pinjam menjadi tanggungan bersama (tanggung 
renteng) dalam setiap individunya.  
Sementara untuk indikator kemauan untuk membayar atau 
mengembalikan simpanan pinjam sebanyak 22 responden atau 55 persen 
dikategorikan tinggi dengan median adalah empat, berdasarkan gambaran 
diatas dapat kita lihat responden membayar dua hari sebelum masa jatuh 
tempo. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sudah ada kesepakatan yang 
disepakati antara ketua kelompok dengan para anggota kelompok simpan 
pinjam bahwa waktu pembayaran dilakukan dua hari sebelum masa jatuh 
tempo. Sebagai gambaran kelompok A jatuh tempo pembayaran tanggal 
16 maka ketua kelompok dan kelompoknya menyepakati tanggal 14 
adalah waktu jatuh tempo di kelompok A dengan masa toleransi sampai 
tanggal 16.  Hal ini dilakukan apabila sampai tanggal 14 ada anggota yang 
belum membayar maka pada tanggal 15 para anggota menggunakan kas 
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untuk meminjamkan uang kepada anggota yang tidak bisa membayar dan 
pada tanggal 16 disetorkan ke kecamatan.  
Untuk kemauan membayar bunga sebanyak 22 responden atau 55 
persen dikategorikan tinggi dengan median adalah empat, dengan 
demikian kita memperoleh gambaran kemauan membayar bunga merujuk 
kepada kemauan untuk membayar bunga sebesar 10 persen dari jumlah 
pinjaman yang telah ditetapkan, keterlambatan membayar bunga dan 
pinjaman akan mengakibatkan denda yang merugikan responden pada saat 
akhir tahun masa pinjaman. Hal ini dikarenakan tidak ada tabungan yang 
seharusnya menjadi hak milik peminjam. Dengan begitu responden 
memilih pilihan untuk bersegera mungkin membayar bunga dan simpan 
pinjam dikarenakan adanya keuntungan yang didapatkan ketika dapat 
membayar sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan.  
3. Kesempatan (X1.3) 
Kesempatan adalah peluang responden untuk menambah anggota 
dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan menambah keterampilan 
dan pengetahuan selama mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan baik itu secara formal maupun informal. Diukur dengan 
seberapa banyak informasi yang dimanfaatkan masyarakat miskin dan 
keaktifan responden dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pihak penyelenggra simpan pinjam.  
Hasil dari Tabel 9 menunjukan bahwa sebanyak 85 persen responden 
atau 34 responden memiliki kesempatan yang cukup tinggi dengan median 
adalah tiga. Dengan gambaran bahwa responden cukup tinggi dalam 
mengakses kesempatan yang ada dan juga dapat dikatakan bahwa 
kemampuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diluar 
program pokok menjadikan sebuah kesempatan untuk mengembangkan 
diri dan menambah anggota. Disisi lain, adanya pelatihan yang 
diselenggarakan berdasarkan keinginan dari anggota kelompok untuk 
dapat difasilitasi sebagai contoh sederhana yang diselenggarakan oleh 
penyelenggra simpan pinjam adalah pelatihan jahit dan border. Pelatihan 
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ini diselnggarakan atas permintaan anggota keompok simpan pinjam 
difasilitasi sepenuhnya oleh penyelenggra, dengan dana dari kas 
penyelenggara. Namun, adapula yang terkendala sehingga jarang 
mengikuti pertemuan atau pelatihan dikarenakan sibuk berdagang, 
mengurus anak dan kesibukan yang lain seperti bertepatan dengan adanya 
acara pernikahan atau hajatan tetangga. 
Untuk informasi yang didapat selama satu tahun didapatkan hasil 
adalah sebagai berikut sebanyak 85 persen atau sebanyak 32 orang 
dikategorikan cukup tinggi dengan median adalah berada pada median 
tiga. Hal ini dapat menggambarkan bahwa responden cukup tinggi dalam 
mengakses informasi yang ada dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan. Contoh-contoh informasi yang penting dan didapatkan 
peserta simpan pinjam adalah proses administrasi tata cara simpan pinjam 
dan pengmbalian simpan pinjam. Informasi diperoleh responden biasanya 
melalui rapat-rapat yang diadakan oleh penyelenggara simpan pinjam 
seperti pada saat pengumuman jadwal pencairan simpan pinjam ataupun 
pertemuan kelompok yang diadakan oleh ketua kelompok simpan pinjam 
masing-masing keompok simpan pinjam dan pertemuan informal.   
B. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan  
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan didefinisikan sebagai 
serangkaian kegiatan yang terencana yang berhubungan dengan Kegiatan 
Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan ditujukan untuk mencapai suatu 
tujuan yang telah ditetapkan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan. Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat miskin di kecamatan 
Bendosari Kabupaten Sukoharjo dilihat melalui indikator berupa keterlibatan 
responden, waktu kegiatan responden, ragam kegiatan yang dilaksanakan 
responden, dan status keterlibatan responden dalam menjalani program. Untuk 




Tabel 10. Hasil Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan  


























































































































Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2009 
1. Keterlibatan (X2.1) 
Keterlibatan responden mengikuti kegiatan Simpan Pinjam Khusus 
untuk Perempuan terlibat sejak perencanaan, terlibat dalam pelaksanaan 
dan terlibat dalam pemanfaatan hasil. Sebanyak 65 persen responden atau 
36 orang masuk kategori cukup tinggi. Sementara itu diperoleh median 
dengan nilai tiga yang dikategorikan cukup tinggi. Hasil tersebut 
menggambarkan responden rata-rata mengikuti kegiatan simpan pinjam 
walaupun ada juga responden banyak yang absen tidak mengikuti 
keterlibatan. Sebagai gambaran responden tidak bisa hadir dalam acara 
yang diselenggarakan seperti rapat dikarenakan kesibukan berdagang, atau  
sebagai salah satu contohnya, mengasuh anak atau sedang berdagang di 
luar kota seperti ke Surakarta, Karanganyar, Wonogiri dan lain-lain.  
2. Jangka Waktu Keterlibatan (X2.2) 
Jangka waktu keterlibatan responden dalam program diartikan 
sebagai seberapa jauh atau seberapa lama responden dalam mengikuti 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan diukur dengan tahun 
responden mengikuti kegiatan tersebut.  
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Sebanyak 42,5 persen atau sebanyak 17 responden diketgorikan 
cukup tinggi yang menggambarkan bahwa responden berpengalaman atau 
telah mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan selama 
3-4 tahun, nilai median adalah tiga yang menggambarkan responden yang 
mengikuti kegiatan simpan pinjam umumnya sudah berpengalaman 
selama 3-4 tahun dimana sebelumnya mereka telah mengikuti kegiatan 
simpan pinjam dalam program yang sama, sebagai gambaran pada tahun 
2005 dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terdapat program 
Simpan Pinjam dan disini responden pun mengikuti kegiatan simpan 
pinjam yang diadakan.  
3. Ragam Kegiatan (X2.3) 
Keterlibatan responden dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam 
Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk Perempuan. Kegiatan tersebut  
antara lain, mengikuti rapat-rapat yang diadakan Kelompok Simpan 
Pinjam Khusus untuk Perempuan, melakukan peminjaman dan 
pengembalian peminjaman melakukan administrasi, melakukan kegiatan 
kepengurusan, menjalin kerja sama kemitraan. 
Berdasarkan Tabel 10 menunjukan sebanyak 85 persen atau 34 
orang dikategorikan cukup tinggi, Nilai median tiga dengan demikian kita 
dapt memperoleh gambaran bahwa responden melakukan rata-rata tiga 
kegiatan dalam simpan pinjam khusus untuk perempuan. Dalam 
pandangan responden yang dikategorikan cukup tinggi, melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran administrasi dan kegiatan 
yang berhubungan dengan simpan pinjam dan pengembalian simpanan 
dirasa sudah sangat cukup. 
4. Status Keterlibatan (X2.3) 
Keterlibatan responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
perempuan adalah kedudukan dalam pengelolaan kegiatan simpan pinjam 
khusus perempuan, seperti ketua kelompok, pengurus, anggota aktif, atau 
hanya anggota yang menggunakan simpanan saja.  
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Berdasarkan Tabel 10 sebanyak 50 persen responden atau 20 
responden terlibat aktif dalam kegiatan simpan pinjam untuk perempuan 
sebagai pengurus, dengan median adalah empat sehingga memperoleh 
gambaran bahwa status keterlibatan responden dalam melakukan kegiatan 
kelompok ini bertujuan demi memajukan kelompok dan juga menjadi 
contoh bagi anggota yang lainnya seperti administrasi kelompok, simpan 
pinjam, dan kegaiatan-kegiatan lainnya.  
Hanya saja ada anggota yang menyatakan bahwa mereka lebih 
senang sebagai anggota yang tertib melaksanakan administrasi kelompok, 
namun untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelompok mereka 
jarang untuk mengikuti, prinsip mereka adalah dapat melakukan kegiatan 
simpan pinjam untuk meningkatakan pendapatan.  
C. Persepsi (Y) 
Persepsi terhadap Program PNPM-PPK Kegiatan Simpan Pinjam 
Khusus Untuk Perempuan didefinisikan sebagai pemahaman masyarakat 
peserta simpan pinjam khusus untuk perempuan terhadap Program PNPM-
PPK yang diukur dengan prosedur, syarat-syarat meminjam, besarnya bunga, 
dan syarat-syarat pengembalian 
Tabel 11 Hasil Persepsi dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk 
Perempuan 
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Sumber : Anlisis Data Primer Tahun 2009 
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1. Prosedur (Y1) 
Prosedur didefinisikan sebagai tanggapan responden terhadap 
mudah-tidak aturan atau alur yang disyaratkan dalam simpan pinjam 
khusus untuk perempuan untuk memperoleh atau mengikuti  kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan.      
Berdasarkan Tabel 11 dapat kita lihat 30 responden atau sebesar 75 
persen Responden masuk dalam kategori sangat tinggi atau diartikan 
bahwa responden menyatakan sangat mudah dalam memenuhi prosedur 
dalam melakukan kegiatan simpan pinjam, dengan median yang didapat 
adalah lima. Hasil yang didapat menggambarkan  dalam pelaksanaan 
prosedur yang dialami oleh responden adalah merasakan sangat mudah 
dalam mengakses prosedur simpan pinjam. Sebagai gambaran untuk 
mengikuti kegiatan simpan pinjam responden hanya mengajukan usulan 
kepada kelompok dengan menyertakan foto copy kartu keluarga dan foto 
copy KTP. Dengan persyaratan yang mudah tanpa adanya jaminan 
menjadikan nilai lebih dari simpan pinjam khusus untuk perempuan dari 
pada melakukan simpan pinjam ditempat lain semisal Bank Umum atau 
Perkreditan Rakyat. Kelebihan ini yang dimanfaatkan masyarakat desa 
miskin untuk menggerakan roda perekonomiannya, walaupun harus ada 
survey terlebih dahulu terhadap yang mengajukan bantuan, dengan tujuan 
untuk memferivikasi apakah yang mengajukan persyaratan sudah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan penyelenggara.   
2. Syarat-syarat Meminjam (Y2) 
Tanggapan responden terhadap mudah tidaknya syarat-syarat 
meminjam  yang diadakan simpan pinjam khusus untuk perempuan seperti 
jaminan, bunga dan biaya-biaya dalam simpan pinjam khusus untuk 
perempuan  
Berdasarkan Tabel 11 sebanyak 30 responden atau 75 persen 
responden masuk kategori sangat tinggi dengan median adalah 5 yang 
dapat diartikan responden sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam 
hal pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan, ini juga menggabarkan 
 lxxv 
bahwa responden menilai bahwa syarat-syarat yang dipenuhi sangatlah 
mudah mereka menyertakan fotokopi KTP dan fotocopy Kartu keluarga 
saja, tidak ada jaminan seperti yang di lakukan pada perbankan, dengan 
bunga lebih kompetitif dan ada tabungan di akhir tahun yang di bagikan 
kepada responden.  
3. Besarnya Bunga (Y3) 
Tanggapan responden terhadap besar kecilnya bunga dan 
membayar bunga dalam meminjam dalam simpan pinjam khusus untuk 
perempuan  
Berdasarkan Tabel 11 tanggapan responden terhadap besaran 
bunga dan juga membayar bunga dari 40 responden yang kami temui, 30 
responden atau sebanyak 75 persen responden dikategorikan sangat tinggi 
atau sangat mudah dalam menanggapi besarnya bunga, dengan median 
lima dapat digambarkan bahwa responden tidak mengalami kesulitan 
dalam membayar bunga hal ini karenakan mereka telah menyepakati 
besaran bunga yang akan mereka bayar jika mereka akan meminjam. 
Sebagai gambaran besaran bunga ditetapkan kepada besaran pinjaman 
yang diperoleh untuk pinjaman Rp.500.000-,dikenakan bunga 6 persen 
sedangakan untuk pinjaman Rp.1.000.000-, dikenakan bunga 10 persen 
dan maksimal bunga yang ditetapkan adalah 10 persen. Besaran bunga 
dianggap mudah dikarenakan pada akhir tahun setiap pembayaran tepat 
waktu maka responden akan mendapatkan tabungan dari ketepatan 
membayar simpanan dengan kata lain bunga yang disetorkan kembali 
kepada responden dalam bentuk tabungan.  
4. Syarat Pengembalian (Y4) 
Tanggapan responden terhadap mudah tidaknya syarat 
pengembalian dan kemampuan membayar bunga dalam meminjam  dalam 
simpan pinjam khusus perempuan  
Berdasarkan Tabel 11 sebanyak 75 persen atau 30 orang responden 
dikategorikan sangat tinggi atau sangat mudah untuk melakukan syarat 
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pengembalian dengan median adalah lima, yang dikatetgorikan sebagai 
sangat tinggi atau sangat mudah dalam mengakases dan mengembalikan 
syarat-syarat pengembalian simpan pinjam. Proses pengembalian ini juga 
menggambarkan mudahnya proses yang dilakukan, dengan adanya saling 
pengertian terutama dari sesama anggota untuk saling mengingatkan, dan 
juga peran aktif ketua kelompok yang mengingatkan anggotanya. Hanya 
saja terkadang ada beberapa kejadian yang menyangkut internal dari 
responden misalanya ketika jatuh masa tempo pembayaran responden 
belum bisa memenuhi masa pembayaran dikarenakan sakit, atau 
dikarenakan uanganya terpakai untuk sosial dan lain sebagainya.   
D. Partisipasi (Z) 
Partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk 
Perempuan didefinisikan sebagai keikutsertaan dan peran serta masyarakat 
dalam menjalankan program kegiatan yang telah ditetapkan dimulai dari tahap 
pengambilan keputusan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 
pemanfaatan hasil. Dibawah ini akan disajikan hasil yang diperoleh sehingga 
dapat kita lihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
1. Perencanaan (Z1) 
Keikutsertaan masyarakat miskin secara langsung dalam 
melakukan perencanan kegiatan yang dilakukan dalam Kegiatan Simpan 
Pinjam Khusus Untuk Perempuan yang berhubungan dengan pengambilan 
keputusan. Diukur dengan  indikator Kehadiran, mengemukakan pendapat, 
keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan Sosialisasi Hasil 
Perencanaan. 
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Tabel 12 Hasil Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan    
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Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2009  
Hasil Tabel 12 dapat kita lihat jumlah kehadiran dalam rapat 
perencanaan sebanyak 36 responden atau 90 persen responden 
dikategorikan cukup tinggi dengan kategori menghadir rapat perencanaan 
sebanyak dua sampai tiga kali rapat, sedangkan median adalah tiga yang 
menggambarkan responden yang menghadiri rangkaian rapat yang ada 
dalam perencanaan maksimal menhadiri sampai tiga kali rapat. Sebagai 
gambaran rapat perencanaan hingga 5 kali, responden A hanya menghadiri 
rapat pada rapat ke pertama, kedua dan rapat terakhir perencanaan, atau 
ada responden yang mengikuti rapat yang ke empat, lima, enam, rata-rata 
responden mengahdiri rapat pada sesi awal dan akhir guna mengajukan 
usulan dan mengetahui keputusan akhir rapat. Dengan begitu responden 
dapat memahami apa yang akan dilaksanakan pada saat tahap pelaksanaan.  
Hasil pada Tabel 12 menunjukan untuk hasil mengemukakan 
pendapat sebanyak 22 orang atau 55 persen responden menyatakan dua 
sampai tiga pendapat dalam rapat, Sedangkan median yang diperoleh 
adalah sebesar tiga yang dikategorikan cukup tinggi untuk kategori 
responden rata-rata mengusulkan dua sampai tiga usulan dan rapat 
perencanaan. Hal ini dapat terjadi karena dalam waktu rapat yang 
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dialokasikan dirasa belum cukup untuk menampung gagasaan yang 
dikemukakan jadi responden hanya dua sampai tiga usulan yang dirasa 
efektif, efisien dan berguna bagi semua anggota dan kelompok.  
Hasil Tabel 12 menunjukkan untuk hasil pengambilan keputusan 
sebanyak 55 persen atau 22 responden masuk ketegori tinggi dengan 
median adalah empat yang artinya sebagian besar anggota dan pengurus 
mufakat terhadap keputusan yang diambil dalam rapat perencanaan. 
Sebagai gambaran responden menjalankan apa yang telah disepakati 
dalam rapat keputusan untuk dijalankan pada saat pelaksanaan. Namun 
ada beberapa responden ketika kami tanyakan hasil keputusan rapat ada 
yang kurang setuju atau merasa kurang cocok, namun untuk kepentingan 
bersama masyarakat dan peningkatan kerja sama masyarakat maka 
responden yang merasa tidak cocok atau kurang setuju menyepakatinya.  
Untuk sosialisai hasil perencanaan, dari Tabel 12 didapatkan hasil 
sebagai berikut sebanyak 30 responden atau 75 persen masuk kategori 
tinggi, dengan median yang didapat adalah empat yang artinya responden 
masuk sebagian besar anggota yang hadir dalam rapat perencanaan 
manyampaikan hasil yang dicapai dalam rapat perencanaan kepada 
anggota kelompoknya yang tidak bisa mengikuti rapat perencanaan. 
Sebagai gambaran tidak semua anggota kelompok simpan pinjam hadir 
dalam rapat perencanaan  dikarenakan kesibukan berakktifitas mulai dari 
aktivitas pribadi seperti keluarga atau aktifitas berdagang yang menyita 
waktu, biasanya ketua kelompok dan beberapa pengurus hadir dalam rapat 
perancanaan untuk anggota kelompok yang memiliki waktu senggang atau 
pada saat rapat dilaksanakan tidak memiliki kegiatan hadir mewakili 
anggota kelompok, dari hasil penelitian peserta yang yang hadir dalam 
rapat, akan melakukan getok tular kepada anggota kelompok yang tidak 
bisa hadir dalam rapat, secara tidak langsung komunikasi antar anggota 




2. Pelaksanaan (Z2) 
Pelaksanaan adalah keaktifan masyarakat miskin dalam 
pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan diukur 
dengan indikator berupa menyumbang tenaga, menyumbang biaya, dan 
menyumbang waktu. 
Tabel 13 Hasil Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan    



















































































Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2009 
Berdasarkan Tabel 13. dengan kriteria menyumbang tenaga dalam 
kegiatan simpan pinjam didapatkan hasil 32 orang atau 80% dikategorikan 
cukup tinggi dengan median adalah tiga kondisi ini menggambarkan 
separuh responden membantu kelompok dalam hal kegiatan tambahan 
yang diselenggarakan kelompok seperti membantu masak-masak ketika 
ada pelatihan yang diselenggarakan atau mendapat jatah menyiapkan 
makanan ketika ada rapat intern kelompok.  
Kriteria kegiatan yang membutuhkan biaya tambahan dari Tabel 13 
didapatkan hasil 26 respoden atau 35 persen responden masuk kategori 
cukup tinggi dengan median yang didapatkan adalah tiga, artinya bahwa 
separuh respoden aktif dalam hal menyumbang biaya tambahan, sebagai 
gambaran jika kelompok melakuakan kegiatan internal kelompok seperti 
mengadakan arisan kelompok maka setiap anggota melakukan iuran 
tambahan diluar iuran yang wajib di kenakan dalam simpan pinjam, begitu 
iuran tambahan guna kelancaran simpan pinjam khusus untuk perempuan, 
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contohnya dana talangan untuk membantu anggota dalam menalangi 
anggota kelompok yang belum bisa menyetor iuran wajib simpan pinjam 
untuk perempuan. Namun dibeberapa kelompok tidak melaksanakan  
iuran, hal ini karena kesepakatan bahwa di beberapa kelompok tidak 
melakukan pungutan kepada anggotanya. 
Untuk indikator menyumbang waktu, 24 responden atau 60 persen 
masuk kategori tinggi, dan 14 responden atau 35 persen masuk dalam 
kategori Cukup tinggi, dengan median adalah empat yang menggambarkan 
untuk kategori membayar dan menyetor dana bergulir yang membutuhkan 
waktu responden  meluangkan waktu pembayaran secara pribadi (datang 
kepada ketua) untuk dua hari sebelum jatuh tempo, hal ini dilakukan atas 
kesadaran dari responden. 
3. Pemanfaatan Hasil (Z3) 
Pemanfaatan hasil adalah sejauh mana masyarakat miskin 
merasakan manfaat dari adanya Kegiatan Simpan Pinjam Khusus untuk 
Perempuan diukur dengan indikator proporsi, kesukarelaan, hasil yang di 
manfaatkan, ragam hasil kegiatan, frekuensi kemanfaatan. 
Tabel 14 Hasil Distribusi Pemanfaatan Hasil   
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Sumber : Analisis data Primer Tahun 2009 
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa proporsi atau besaran 
bagian yang termanfaatkan oleh responden sebgai berikut sebanyak 32 
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responden masuk dalam keategori sangat tinggi atau 80 persen dari 
responden merasakan 100 persen kemanfaatan program simpan pinjam 
untuk perempuan, sedangkan median yang diperoleh adalah lima yang 
dapat digambarkan responden mengakui bahwa program ini membantu 
usaha mereka untuk menambah modal, dan membuat semangat. 
Sedangkan beberapa orang mengakui masih belum 100 persen merasakan 
manfaatnya dikarenakan beberapa hal teknis seperti datang terlambat 
dalam pencairan dana (terkadang tidak pas turunnya dana).  
Untuk hasil yang dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang 
dirasakan responden diperoleh hasil 36 orang atau 90 persen responden 
masuk dalam kategori tinggi dengan median yang diperoleh adalah empat 
yang dapat menggabarkan responden merasakan dana bantuan permodalan 
yang digulirkan sudah terbukti efektik dirasakan anggota simpan pinjam, 
dikarenakan terbatasnya dan dan pemerataan untuk membangun bersama 
sehingga tingkat persentase kepuasan hanya mencapai 90 persen saja, 
harapan dari anggota simpan pinjam adalah ditambahnya dana untuk 
program simpan pinjam selanjutnya.  
Ragam hasil kegiatan yang didapat dengan kriteria adalah 
bertambahnya jumlah penyediaan dana kepada masyarakat miskin, 
berpihak kepada rumah tangga miskin, penguatan modal kelambagaan 
kelompok dan pengmbangan usaha sebanyak 34 responden atau 85  
responden masuk kategori tinggi, dengan median empat menggambarkan 
responden menyatakan bahwa empat kriteria rata-rata yang terpeneuhi 
dalam ragam hasil kegiatan yang dirasakan oleh responden dalam kegiatn 
simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
Frekuensi kemanfaatan adalah kemanfaatan yang dirasakan 
responden, hal ini berkaitan dengan kelanjutan atau keikutsertaan kembali 
responden dalam program simpan pinjam khusus untuk perempuan untuk 
pada tahun-tahun sebelumnya dan rencana keikutsertaan pada tahun-tahun 
berikutnya. Hasil yang diperoleh pada Tabel 14 menunjukan, 90 persen 
atau 36 responden masuk dalam kategori tinggi dengan median adalah 
 lxxxii 
empat. Median empat menggabrakan bahwa responden peserta simpan 
pinjam khusus untuk perempuan adalah peserta yang sudah pernah 
mersakan bantuan simpan pinjam khusus untuk perempuan pada saat 
program masih bernamakan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) 
dan pada saat program SPP berakhir pada tahun 2008 dan dilanjutkan pada 
tahun 2009 dimana pada saat yang sama peneliti melakukan penelitian 
didapatkan hasil, bahwa responden yang mengikuti program simpan 
pinjam khusus untuk perempuan pada tahun 2008, dan dilanjutkan di 
tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh 
para anggotanya. Pada tahun 2009 tentunya adanya penambahan dan 
penguruangan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan, dimana yang sudah berpengalaman 
dibagi untuk membentuk kelompok baru.   
E. Analisis Korelasi  
Untuk mengetahui hubungan yang terdapat dalam penilitian ini 
digunakan analisis korelasi parsial. dengan kegunaan untuk pengukuran 
hubungan antara dua variabel, dengan mengontrol atau menyesuaikan efek 
dari satu atau lebih variabel lain. Singkatnya r1234 adalah korelasi antara 1 dan 
2, dengan mengendalikan variabel 3 dan 4, dengan asumsi variabel 1 dan 2 
berhubungan linier terhadap variabel 3 dan 4. Persepsi diperlakukan sebagai 
kontrol antara syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi tingkat 
partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan, dan 
sebagai kontrol antara kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
dengan tingkat partisipasi kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
 
1. Analisis Korelasi Parsial Antara Kemauan Dengan Tingkat Partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Kemauan dengan Tingkat Partisipasi adalah 





Tabel 15 Korelasi Parsial Antara Kemauan Dengan Tingkat Tingkat 
Partisipasi 
Kemauan No Partisipasi 






















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
 Berdasarkan Tabel 15 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara kemauan dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,448. Hal ini 
berarti antara kemauan dengan perencanaan dalam kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi kemauan 
responden, maka semakin tinggi pula partisipasi dalam perencanaan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
 Kemauan yang tinggi dalam kegiatan perencanaan dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan ini didorong kesadaran responden 
tentang manfaat dari partisipasi responden dalam tahap perencaanaan itu 
sendiri, pada tahap perencaanaan responden menentukan bagaimana 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan berjalan. Selain itu 
responden juga dipermudah dalam menyanggupi syarat-syarat pada tahap 
perencanaan dan memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar dan 
mengembalikan uang simpan pinjam.  
 Berdasarkan Tabel 15 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara kemauan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,497. Hal ini 
berarti antara kemauan responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan bahwa semakin 
tinggi kemauan juga berdampak semakin tinggi partsipasi responden 
dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.   
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 Pada tahap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan responden memiliki kemauan tinggi dalam mengelola kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan. Kemauan yang tinggi disebabkan 
oelh mudahnya pengelolaan keuangan yang dilakuakan responden dalam 
mengatur kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan, responden 
dapat mengatur waktu kegiatan dengan kelompok kegiatan simpan 
pinjam,mengatur kegiatan keluarga dan kegiatan berdagang. 
 Tabel 15 menunjukan terdapat hubungan yang tidak nyata antara 
kemauan dengan tingkat paritisipasi dalam pemanfaatan hasil pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,140. Hal ini 
berarti antara kemauan responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam tahap pemanfaatan 
hasil kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan 
walaupun tidak ada hubungan yang nyata. 
  Tidak berhubungan nyata antara kemauan respoden dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam 
bisa disebakan adanya kekhawatiran responden jika suatu saat nanti tidak 
bisa mengikuti kegiatan simpan pinjam untuk perempuan pada tahun 
berikutnya. Namun kemauan ressponden berhubungan nyata dengan 
tingkat partisipasi dalam tahap pemnafaatan hasil pada taraf kepercayaaan 
85 persen. 
 
2. Analisis Korelasi Parsial Antara Kemampuan Dengan Tingkat Partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 16 Korelasi Parsial Antara Kemampuan Dengan Tingkat Partisipasi 
Kemampuan No Partisipasi 





















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
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 Berdasarkan Tabel 16 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata 
antara kemampuan dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan pada 
taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,370. Hal 
ini berarti antara kemampuan responden dalam kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan dengan tingkat partsipasi dalam perencanaan 
menunjukkan semain tinggi kemampuan responden maka semakin tinggi 
pula partisipasi dalam tahap perencanaan kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan.  
Hubungan nyata yang diperoleh antara kemampuan dengan tingkat 
partisipasi dalam perencanaan disebabkan kemampuan responden yang 
cukup tinggi dalam memenuhi persyarata-persyaratan yang ada dalam 
kegiatan perencanaan. Kemampuan yang cukup tinggi ini diimbangi 
dengan kemampuan bekerjasama dan kemampuan tanggung jawab dalam 
berhubungan sosial yang cukup tinggi. Dengan demikian responden 
mengerahkan kemampuannya dalam partisipasi pada tahap perencanaan.  
 Tabel 16 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara 
kemampuan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,353. Hal ini 
berarti antara kemampuan responden dalam kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam tahap 
pelaksanaan menunjukkan semakin tinggi kemampuan responden maka 
semakin tinggi pula partisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan.  
 Hubungan nyata yang terjadi antara kemampuan dengan tingkat 
partisipasi dalam pelaksanaaan disebabkan kempapuan respondnen yang 
cukup tinggi dalam mengerahkan kemampuannya untuk menjalankan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan. Responden 
mengerahkan kemampuan untuk dapat menjalankan kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan demi kemajuan kelompok simpan pinjam 
khus8s untuk perempuan dan kegiatan perdaganan responden. 
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 Tabel 16 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara 
kemampuan dengan tingkat partisipasi dalam pemanfaatan hasil pada taraf 
keprcayaaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,416. Hal ini 
berarti antara kemampuan tingkat partisipasi dalam pemanfaatan hasil 
menunjukkan semakin tinggi kemampuan responden maka semakin tinggi 
pula partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan.  
 Hubungan nyata antara kemampuan dengan tingkat partisipasi 
dalam tahap pemanfaatan hasil disebabkan oleh tingginya kemampuan 
responden pada tahap pemanfaatan hasil, responden merasakan bahawa 
dengan mengerahkan kemampuan yang tinggi maka akan memeperoleh 
hasil yang optimal sehingga secara sadar responden akan mengerahkan 
kemampuannya untuk melakukan perputaran uang hasil simpan pinjam 
untuk kegiatan usahanya agar mendapatakan keuntungan yang optimal.  
 
3. Analisis Korelasi Parsial Antara Kesempatan Dengan Tingkat Partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 17 Korelasi Parsial Antara Kesempatan Dengan Tingkat Partisipasi 
Kesempatan No Partisipasi 





















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
 Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak 
nyata antara kesempatan dengan tingkat partisipasi dalam tahap 
perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,300. Hal ini berarti antara kesempatan tingkat partisipasi dalam 
tahap perencanaan menunjukkan semakin tinggi kesempatan yang ada 
maka semakin rendah partisipasi dalam tahap perencanaan.  
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Tidak ada hubungan yang nyata antara kesempatan dengan tingkat 
partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
disebabakan kuranganya terwadahi responden dalam tahap perencanaan, 
sebagai salah satu contoh pada tahap pengusulan pendapat tidak semua 
asapirasi responden dapat tertampung dikarenakan sedikitnya 
kesempatanyang diberikan. Hanya saja tidak mempengaruhi persepsi 
responden pada tahap perencanaan yang sangat tinggi dan berhubungan 
nyata pada taraf kepercayaan 92 persen. 
 Tabel 17 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak nyata antara 
kesempatan dengan partsipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf 
kepercaayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,246. Hal ini 
berarti semakin tinggi kesempatan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan tidak berarti semakin 
tinggi partisipasi dalam pelaksanaan. 
Tidak ada hubungan yang nyata antara kesempatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan disebabkan rendahnya kesempatan 
yang diberikan kepada responden untuk dapat mengakses informasi yang 
berkaitan penambahan pengetahuan dan keterampilan. Sedikitnya 
kesempatan untuk memperoleh informasi ini tidak mempengaruhi persepsi 
responden yang beranggapan bahwa pelaksanaan dalam kategori cukup 
tinggi, dan dapat berhubungan nyata pada taraf kepercayaan  85,2 persen. 
Tabel 17 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak nyata  antara 
kesempatan dengan tingkat partsipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada 
taraf kepercaayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,178. Hal 
ini berarti antara kesempatan tingkat partisipasi dalam pemanfaatan hasil 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan antara 
kesempatan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan tidak mempengaruhi 
persepsi responden yang beranggapan bahwa pemanfaatan hasil dalam 
kategori cukup tinggi. 
Tidak ada hubungan yang nyata antara kesempatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil disebabkan rendahnya 
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kesempatan yang dimiliki responden dalam memanfaatkan hasil kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan, rendahnyan kemanfaatan ini 
disebabkan pula rendahnya responden dalam memanfaatkan kesempatan 
yang disedaiakan dalam tahap pemanfaatan hasil. Sebagai contoh 
responden yang sudah memiliki kemamampuan mengelola dengan baik 
dan memperoleh pengetahuan pada tahap pelaksanaan masih belum berani 
untuk mengembangkan usaha dagannya. Tidak ada hubungan yang nyata 
antara kesempatan dengan tingkat partisipasi tidak mempengaruhi persepsi 
responden dalam tahap pemanfaatan hasil dan dapat berhubungan nyata 
pada taraf kepercayaan 70,2 persen. 
 
4. Analisis Korelasi Parsial Antara Keterlibatan Dengan Tingkat partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Keterlibatan dengan tingkat partisipasi 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 18 Korelasi Parsial Antara Keterlibatan Dengan Tingkat partisipasi 
Keterlibatan No Partisipasi 





















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
 Berdasarkan Tabel 18 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan pada 
taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,521. Hal 
ini berarti antara keterlibatan dengan perencanaan dalam kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi 
keterlibatan responden, maka semakin tinggi pula partisipasi dalam 
perencanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
 Hubungan yang nyata antara keterlibatan dengan tingkat partisipasi 
dalam perencanaan disebabkan cukup tingginya keterlibatan responden 
dalam tahap perencanaan, responden cukup aktif dalam kegaiatan 
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perencanaan dan persepsi yang sangat tinggi terhadap perencanaan 
menjadi salah satu sebab hubungan yang positif.  
 Berdasarkan Tabel 18 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,480. Hal ini 
berarti antara keterlibatan responden tingkat partisipasi dalam pelaksanaan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan bahwa 
semakin tinggi keterlibatan juga berdampak semakin tinggi partsipasi 
responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.   
 Hubungan yang nyata antara keterlibatan dengan tingkat partisipasi 
dalam tahap pelaksanaan disebabkan cukup tingginya responden dalam 
mengikuti tahap pelaksanaaan dan hal ini juga diiringi dengan persepsi 
yang sangat tinggi terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan yang positif. 
 Tabel 18 menunjukan terdapat hubungan yang tidak nyata antara 
keterlibatan dengan tingkat paritisipasi dalam pemanfaatan hasil pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,273. Hal ini 
berarti antara keterlibatan responden dengan pemanfaatan hasil kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan semakin tinggi 
keterlibatan responden dalam kegiatan simpan pinjam maka semakin 
rendah tingkat partispasi dalam pemanfaatan hasil. 
Tidak berhubungan nyata antara keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil disebabkan rendahnya 
keterlibatan responden yang disebabkan kegiatan diluar kelompok yang 
idak terjadwal dengan baik, sehingga mempengaruhi kegiatan 
pemanfaatan hasil, walaupun tidak ada hubungan yang nyata,  hal ini tidak 
mempengaruhi persepsi responden yang menyatakan bahwa pemanfaatan 
hasil dalam kategori tinggi, dan dapat berhubungan nyata pada taraf 
kepercayaan sebesar 89,3 persen.    
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5. Analisis Korelasi Parsial Antara Jangka Waktu Keterlibatan  Dengan 
Tingkat partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Jangka Waktu Keterlibatan Dengan tingkat 
partisipasi adalah sebagai berikut : 
Tabel 19 Korelasi Parsial Antara Jangka Waktu Keterlibatan Dengan 
Tingkat partisipasi 
Jangka Waktu Keterlibatan No Partisipasi 





















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
Berdasarkan Tabel 19 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata 
antara jangka waktu keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam 
perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,703. Hal ini berarti antara jangka waktu keterlibatan responden 
dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan tingkat 
partsipasi dalam perencanaan menunjukkan semakin tinggi jangka waktu 
keterlibatan responden maka semakin tinggi pula partisipasi dalam tahap 
perencanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
 Hubungan nyata antara jangka waktu keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap perencanaan disebabkan pengalaman responden 
tentang pentingnya tahap perencanaan sehingga jangka waktu keterlibatan 
yang lama dari responden menumbuhkan sikap optimis dalam tahap 
perencanaan dan pada tahap ini juga diukung dengan persepsi yang sangat 
tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
 Tabel 19 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara 
jangka waktu keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan 
pada taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,642. 
Hal ini berarti antara jangka waktu keterlibatan responden dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam 
tahap pelaksanaan menunjukkan semakin tinggi jangka waktu keterlibatan 
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responden maka semakin tinggi pula partisipasi dalam tahap pelaksanaan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
Hubungan nyata antara jangka waktu keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan disebabkan pengalaman responden 
tentang pentingnya tahap pelaksanaan sehingga jangka waktu keterlibatan 
yang lama dari responden menumbuhkan sikap optimis dalam tahap 
pelaksanaan dan pada tahap ini juga diukung dengan persepsi yang sangat 
tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan. 
 Tabel 19 menunjukkan terdapat hubungan yang nyata antara 
jangka waktu keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam pemanfaatan 
hasil pada taraf keprcayaaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 
0,540. Hal ini berarti antara  jangka waktu kegiatan dalam simpan pinjam 
khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam pemanfaatan 
hasil menunjukkan semakin tinggi jangka waktu kegiatan responden maka 
semakin tinggi pula partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan 
Hubungan nyata antara jangka waktu keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil disebabkan pengalaman 
responden tentang pentingnya tahap pelaksanaan sehingga jangka waktu 
keterlibatan yang lama dari responden menumbuhkan sikap optimis dalam 
tahap pemanfaatan hasil dan pada tahap ini juga diukung dengan persepsi 
yang sangat tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan. 
6. Analisis Korelasi Parsial Antara Ragam Kegiatan Dengan Tingkat 
partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Ragam Kegiatan dengan tingkat partisipasi 









Tabel 20 Korelasi Parsial Antara Ragam Kegiatan dengan Tingkat 
partisipasi 
Ragam Kegiatan No Partisipasi 





















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
Berdasarkan Tabel 20 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara ragam kegiatan dengan tingkat partisipasi dalam perencanaan pada 
taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,495. Hal 
ini berarti antara ragam kegiatan dengan perencanaan dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan bahwa semakin 
tinggi ragam keterlibatan responden, maka semakin tinggi pula partisipasi 
dalam perencanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan.  
Hubungan nyata antara ragam keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap perencanaan disebabkan pengalaman dalam ragam 
kegiatan yang dihadapai  responden sehingga menumbuhkan persepsi yang 
baik dalam tahap perencanaan dan pada tahap ini juga didukung dengan 
persepsi yang sangat tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan.  
Berdasarkan Tabel 20 menunjukan terdapat hubungan yang nyata 
antara ragam kegiatan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pada 
taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,495. Hal 
ini berarti antara ragam kegiatan responden dalam kegaiatan simpan 
pinjam kehususu unntuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
menunjukkan bahwa semakin tinggi ragam kegiatan simpan pinjam untuk 
perempuan semakin tinggi partsipasi responden dalam kegiatan simpan 
pinjam khusus untuk perempuan.   
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Hubungan nyata antara ragam keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan disebabkan pengalaman dalam ragam 
kegiatan yang dihadapai  responden sehingga menumbuhkan persepsi yang 
baik dalam tahap pelaksanaan dan pada tahap ini juga didukung dengan 
persepsi yang sangat tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan 
 Tabel 20 menunjukan terdapat hubungan yang tidak nyata antara 
ragam keterlibatan dengan tingkat paritisipasi dalam pemanfaatan hasil 
pada taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,206. 
Hal ini berarti antara ragam kegiatan responden dengan pemanfaatan hasil 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan menunjukkan 
walaupaun tidak ada hubungan yang nyata,  hal ini tidak mempengaruhi 
persepsi responden yang menyatakan bahwa pemanfaatan hasil dalam 
kategori tinggi.    
Hubungan tidak nyata antara ragam keterlibatan dengan tingkat 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil disebabkan responden belum 
mampu secara optimal memanfaatkan hasil dari kegiatan sipan pinjam 
untuk perempuan biasanyan faktor pribadi memicu tidak optmalnya 
pemanfaatan tersebut. Hanya saja hal ini tiddak mempengaruhi persepsi 
yang sangat tinggi dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
perempuan, dan terdapat hubungan nyata pada taraf kepercayaan 77,1 
persen. 
 
7. Analisis Korelasi Parsial Antara Status Keterlibatan Dengan Tingkat 
partisipasi  
Hubungan yang terjadi antara Status Keterlibatan dengan tingkat 









Tabel 21 Korelasi Parsial Antara Status Keterlibatan Dengan Tingkat 
partisipasi 
Status Keterlibatan No Partisipasi 






















Sumber  : Analisis Data Tahun 2009 
Keterangan  : S = Signifikan, NS = Non Signifikan 
Berdasarkan Tabel 21 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak 
nyata antara status keterlibatan dengan tingkat partisipasi dalam tahap 
perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,246. Hal ini berarti antara status keterlibatan tingkat partisipasi 
dalam tahap perencanaan menunjukkan semakin tinggi status keterlibatan 
responden dalam kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan yang  
maka semakin rendah partisipasi dalam tahap perencanaan.  
Tidak ada hubungan yang nyata antara status keterlibatan dengan 
tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan disebabkan responden merasa 
posisi atau status seseorang dalam simpan pinjam tidak menjamin dapat 
mengerjakan dengan baik. Namun bukan berarti responden berpresepsi 
buruk, persepsi responden berada pada median cukup tinggi untuk 
partispasi dalam perencanaan, sehingga tidak ada hubungan yang nyata 
antara kesempatan tingkat partisipasi dalam perencanaan. tidak membuat 
persepsi responden terhadap kegiatan simpan pinjam untuk perempuan 
menjadi buruk. Sedangkan hubungan nyata akan diperoeleh pada taraf 
kepercayaan sebesar 85,2 persen. 
 Tabel 21 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak nyata antara 
status keterlibatan dengan partsipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf 
kepercaayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 0,273. Hal ini 
berarti semakin tinggi status keterlibatan dalam kegiatan simpan pinjam 
khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan 
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kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan tidak berarti semakin 
tinggi partisipasi dalam pelaksanaan. 
Tidak ada hubungan yang nyata antara status keteribatan dengan 
tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan idsebabkan responden dengan 
satatus keterlibatan terttentu memiliki kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan, seperti membagi kepentingan pribadi dan kelompok sehingga 
terkadang jika berbenturan akan menyulitkan responden. Hanya saja tidak 
ada hubungan yang nyata tidak mempengaruhi persepsi responden yang 
beranggapan bahwa status keterlibatan dalam tahap pelaksanaan dalam 
kategori cukup tinggi. Berhubungan nyata pada taraf kepercayaan sebesar 
78,9 persen. 
Tabel 21 menunjukkan terdapat hubungan yang tidak nyata  antara 
status keterlibatan dengan tingkat partsipasi dalam tahap pemanfaatan 
hasil pada taraf kepercaayaan 95 persen dengan koefisien korelasi sebesar 
0,795. Hal ini berarti antara status keterlibatan tingkat partisipasi dalam 
pemanfaatan hasil kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan 
menunjukkan antara semakin tinggi status keterlibatan dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan tingkat partisipasi dalam 
pelaksanaan maka semakin rendah partisipasi dalam kegiatan simpan 
pinjam khususu untuk perempuan.  
Tidak berhubungan nyata antara statsu keterlibatan dengan tingkat 
parisipasi dalam pemanfaatan hasil disebabkan responden yang memiliki 
status keterlibatan yang tinggi tidak bekerja optimal pada saat pemanfaatn 
hasil dan disini reponden dengan status meberikan kesmpatan kepada 
status keterlibatan yang rendah, hal ini tidak mempengaruhi persepsi 
responden yang beranggapan bahwa pemanfaatan hasil dalam kategori 






VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis hasil dan pembahasan dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk syarat dan tumbuhnya partisipasi dalam masyarakat desa miskin 
merupakan kerjasama yang melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, 
fasilitator, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bagi pengembangan 
kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan ketentuan dasar 
yang diberlakuakan adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, 
pengembangan dan akuntabilitas. Tingkat partisipasi masyarakat desa 
miskin di kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan 
simpan pinjam khusus untuk perempuan dalam kategori tinggi.   
2. Hubungan syarat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat desa 
miskin dengan partisipasi masyarakat desa miskin di kecamatan Bendosari 
kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :  
a. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemauan dengan partispasi 
dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen dengan 
nilai korelasi 0,448.  
b. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemauan dengan partisipasi 
dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen dengan 
nilai korelasi 0,497.  
c. Terdapat hubungan non signifikan antara kemauan dengan partisipasi 
dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,140. 
d. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dengan 
partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,370.  
e. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dengan 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,353.  
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f. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dengan 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,416. 
g. Terdapat hubungan non signifikan antara kesempatan dengan 
partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,300.  
h. Terdapat hubungan non signifikan antara kesempatan dengan 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,246.  
i. Terdapat hubungan non signifikan antara kesempatan dengan 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,178. 
3. Hubungan Kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan dengan 
partisipasi masyarakat desa miskin dalam kegiatan simpan pinjam khusus 
untuk perempuan di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo adalah 
sebagai berikut :  
a. Terdapat hubungan yang signifikan antara keterlibatan dengan 
partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,521.  
b. Terdapat hubungan yang signifikan antara keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,480.  
c. Terdapat hubungan non signifikan antara keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,273. 
d. Terdapat hubungan yang signifikan antara jangka waktu keterlibatan 
dengan partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,703.  
e. Terdapat hubungan yang signifikan antara jangka waktu keterlibatan 
dengan partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,642.  
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f. Terdapat hubungan yang signifikan antara jangka waktu keterlibatan 
dengan partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf 
kepercayaan 95 persen dengan nilai korelasi 0,540. 
g. Terdapat hubungan yang signifikan antara ragam keterlibatan dengan 
partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,495.  
h. Terdapat hubungan yang signifikan antara ragam keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,495.  
i. Terdapat hubungan non signifikan antara ragam keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,206. 
j. Terdapat hubungan non signifikan antara status keterlibatan dengan 
partispasi dalam tahap perencanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,246.  
k. Terdapat hubungan non signifikan antara status keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pelaksanaan pada taraf kepercayaan 95 persen 
dengan nilai korelasi 0,214.  
l. Terdapat hubungan non signifikan antara status keterlibatan dengan 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil pada taraf kepercayaan 95 
persen dengan nilai korelasi 0,148. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh 
peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Perlu adanya penambahan pelatihan keterampilan yang meningkatkan 
keterampilan masyarakat diharapkan mampu menciptakan peluang 
ekonomi baru minimal dapat membantu pada tahap keluarga.  
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman yang baik tentang kegiatan simpan 
pinjam kepada aggota baru, agar kegiatan simpan pinjam khusus untuk 
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